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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan analisis penerapan asas personalitas terhadap ahli 

waris non muslim. Permasalahan ini menjadi menarik disebabkan pluralisme 

hukum sebagai realita sosio-yuridis di Indonesia. Sehinga terdapat persinggungan 

antara penerapan asas personalitas keislaman dengan sengketa kewarisan Islam 

yang melibatkan non muslim. Asas personalitas keislaman telah tertuang dalam 

UU No. 79 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dalam 

perubahan pertama melalui UU No. 3 Tahun 2006. Namun dalam Yurisprudensi 

Mahkamah Agung terdapat perbedaan pemaknaan asas personalitas keislaman 

ketika diterapkan kepada ahli waris non muslim. Penelitian ini bertujuan 

menjelaskan permasalahan tersebut dengan berfokus pada putusan Mahkamah 

Agung Nomor 368K/AG/1995  dan 16K/AG/2010 sebagai bentuk pembatasan 

masalah. 

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian pustaka yang menekankan 

kepada telaah literatur berkaitan dengan pokok bahasan. Pengumpulan data 

dilakukan melalui studi pustaka dan dokumenter. Teknik analisis yang dipakai 

adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan data terkait penelitian untuk 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pendekatan masalah dilakukan dengan 

pola pikir deduktif yaitu dengan mengungkapkan poin-poin utama dari 

yurisprudensi Mahakamah Agung untuk selanjutnya ditinjau dari konsep asas 

personalitas keislaman dan yurisprudensi. 

Penelitian yang dilakukan tersebut menghasilkan tiga poin utama. Pertama, 

terjadi penyimpangan penerapan asas personalitas keislaman dalam yurisprudensi 

Mahkamah Agung. Kedua, dari segi hukum positif penerapan asas personalitas 

keislaman terhadap ahli waris non muslim dalam yurisprudensi Mahakamah 

Agung merupakan bentuk penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, 

sedangkan dari segi hukum Islam, merupakan upaya implementasi dari misi 

universalitas Islam, Ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung tentang asas 

personalitas keislaman menjadi common basic idea sekaligus sumber hukum 

sebagai bentuk unified legal frame work bagi kasus serupa.       

Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk 

mengakomodasi norma hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung terkait 

penerapan asas personalitas keislaman terhadap ahli waris non muslim dalam 

revisi UU Peradilan Agama dan melakukan penelitian lanjutan mengenai asas 

personalitas keislaman yang berpusat pada hubungan hukum bukan diri para 

pihak yang berperkara.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Law may regulate people equally, but people are not equal structurally 

(hukum mungkin mengatur masyarakat secara sama, tetapi masyarakat 

tidaklah setara secara struktural).
1
 Pluralisme hukum merupakan fenomena 

sosio-yuridis yang kerap dialami negara dunia ketiga. Indonesia merupakan 

salah satu diantaranya. Sebagai negara bekas penjajahan (kolonisasi) Belanda, 

maka melalui asas konkordansi berlakulah “Hukum Pemerintahan Hindia 

Belanda” yang sarat dengan tradisi civil law.
2
 Meskipun pencangkokan hukum 

bukan merupakan tujuan utama, namun kolonialisme memunculkan semangat 

kuat akan keunggulan Barat dan klaim misi memperadabkan.
3
 Sehingga 

hukum yang berlaku di daerah jajahan hanya dilihat sebagai suatu tahapan 

sebelum hukum (pre law) dari kaum pelamban yang telah lama dilewati oleh 

mereka yang memimpin (negara Barat).
4
 

Pasca kemerdekaan, melalui Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI 1945 

maka peraturan era penjajahan Belanda tetap diberlakukan selama belum 

                                                           
1
 Joeni Arianto Kurniawan, Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Sosio-Legal Menuju Studi dan 

Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial, Artikel disampaikan sebagai materi “Pelatihan 

Advokasi dan Social Justice”, (UKBH FH Unair, Surabaya, 16 November 2013), 1. 
2
 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, 

(Jakarta: Kencana, 2012), 172. 
3
 Werner Menski, Perbandingan Hukum dalam Konteks Global, (Bandung: Nusa Media, 2015), 

47. 
4
 Peter Sack dan Jonathan Aleck (eds.), 1992. Law and Anthropology, (Aldershot: Dartmoth, 

1992),  xviii-xix. 
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diganti oleh peraturan yang baru. Ekses dari penerapan aturan ini adalah masih 

dianutnya produk hukum Belanda seperti HIR, RBg dan BW. Selain itu, 

tradisi civil law—sebagai turunan dari hukum Romawi—yang memiliki  ciri 

utama berupa kodifikasi hukum juga melekat pada sistem hukum di Indonesia. 

Hal ini sebagaimana penjelasan Abdul Manan: 

...negara Indonesia mengikuti hukum Romawi (Romawi law system), 

mengingat peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum 

positif oleh negara merupakan sumber hukum bagi hakim dalam 

memutuskan perkara. Dan, hakim tidak boleh menyimpang dari 

ketentuan ini, jika hakim menganggap dalam peraturan hukum tidak 

jelas, diharuskan melakukan penafsiran (verstehn) terhadap pasal yang 

berbeda.
5
 

 

Di sisi lain, dalam masyarakat Indonesia juga berlaku hukum Adat dan 

hukum Islam sebagai hukum hidup (the living law). Menurut Eugen Ehrlich, 

ahli hukum yang memperkenalkan konsep the living law, dalam kehidupan 

masyarakat berlaku suatu hukum dominan namun tidak ditetapkan dalam 

pernyataan (statement) hukum.
6
 Maka agar penegakannya tidak lagi menjadi 

sebuah wacana, sudah menjadi kewajiban bagi pembuat hukum untuk ikut 

membumikan hukum yang berkembang di masyarakat menjadi hukum positif 

yang dapat dijadikan pedoman normatif.
7
 

Upaya pengakuan terhadap hukum adat dapat terlihat dalam pasal 18 B 

ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:  

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

                                                           
5
 Abdul Manan,Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 296. 

6
 Werner Menski, Perbandingan Hukum...., 128 

7
 Muhlas, Yurisprudensi antara Teori dan Implikasinya, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010),  5. 
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sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.   

Pengakuan terhadap hukum adat juga dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 5 

ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa 

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan keadilan 

yang hidup di masyarakat dalam masyarakat.” Pola pikir ini selaras dengan 

pendapatn Leon Duguit, seorang penganut mazhab sosiologis hukum, yang 

menyatakan ”Law arises not from the actions of governors of a state, but from 

the facts of within a community. The rules of law reflecting economic and 

normal norms are based on the community’s recognition of their significance 

for social cohesion.”8 

Sedangkan untuk hukum Islam, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan suatu langkah 

awal dalam pengakuan hukum Islam ke dalam hukum nasional. KHI hadir 

sebagai sumber hukum materiil di bidang hukum keluarga Islam. Ruang 

lingkup hukum keluarga Islam dalam KHI meliputi perkawinan dan waris. 

Pengakuan hukum keluarga Islam tidak lepas dari kemampuannya untuk tetap 

eksis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selama kurun waktu yang 

sangat lama, hukum keluaraga Islam dirasa mampu mempertahankan 

eksisitensinya di tengah badai penjajahan dan westernisasi hukum di 

Indonesia. Fenomena menguatnya hukum keluarga Islam menurut Yahya 

Harahap dapat disebabkan oleh beberapa faktor.  

                                                           
8
 Denis Patterson, et. Al., An Anthology Philosophy of Law and Legal Theory, (t.tp: tp., t.t.), 203 
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1. Penerimaan masyarakat Islam atas nilai hukum sosial kekeluargaan 

(perkawinan, kewarisan, dan wakaf) langsung pada saat keislaman 

seorang muslim. 

2. Hukum sosial kekeluargaan hampir secara mutlak menyentuh dan dialami 

setiap pribadi muslim, intensitas frekuensi penyebaran dan penerapannya 

meluas ke semua pelosok dan lapisan masyarakat Islam. 

3. Terjadi transformasi kesadaran masyarakat Islam yang cenderung 

mengangkat nilai-nilai hukum sosial kekeluargaan Islam sebagai salah 

satu aspek ‘simbol’ akidah iman. 

4. Secara prinsipil dan objektif, terdapat titik singgung nilai konflik dan 

sensitif antara nilai tata hukum Islam berhadapan dengan tata nilai hukum 

Adat dan Barat dalam bidang hukum perdata sosial kekeluargaan. 

5. Hukum keluarga dan waris merupakan bidang hukum Islam yang lebih 

sempurna perumusan dalam al-Quran dan Sunnah.
9
  

Sebagai upaya untuk mengakkan hukum keluarga Islam maka diperlukan 

suatu pranata sosial hukum yang memiliki atribusi kekuasaan kehakiman dan 

berlandaskan pada hukum Islam.
10

 Pengadilan Agama secara resmi diakui 

sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman melalui Pasal 10 

UU No. 14 Tahun 1970. Secara bersamaan hukum Islam diposisikan sebagai 

subsistem hukum nasional.
11

 Namun Peradilan Agama pada saat itu berada 

dalam kondisi dilematis. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan 

                                                           
9
 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2001), 3-6. 
10

 Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), viii. 
11

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Rajawalii Press, 2013), 20. 
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peradilan agama dipandang sebelah mata. Masyarakat menganggap bahwa 

peradilan agama bukanlah suatu lembaga yang memiliki atribusi kekuasaan 

kehakiman melainkan peradilan yang hanya pantas bagi kalangan santri dan 

kiai.
12

   

Dengan diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama 

memasuki era baru. Pasal 1 angka 1 UU tersebut menyatakan ”Peradilan 

agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.” Pasal ini 

merupakan abstraksi dari asas personalitas keislaman. Sehingga melalui pasal 

tersebut ditegaskan bahwa peradilan agama merupakan lembaga peradilan 

yang mengikat sekaligus terbatas bagi tiap orang yang beragama Islam. 

Mengenai perincian kewenangan Peradilan Agama dapat kita temui dalam 

Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam UU 

Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut; 

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang:  

a. perkawinan;  

b. waris;  

c. wasiat; 

d. hibah; 

e. wakaf;  

f. zakat; 

g. infaq; 

h. shadaqah; dan 

i. ekonomi syariah 

Di dalam penjelasan, diterangkan bahwa maksud frasa “antara orang-orang 

yang beragama Islam” adalah orang-orang yang beragama Islam dan orang 

atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela 

                                                           
12

 Ibid, hal. 9 
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kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan 

Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Melalui penjelasan Pasal 49 UU 

Nomor 3 Tahun 2006, kita dapat mengetahui bentuk mutakhir dari asas 

personalitas keislaman yang menjadi trademark dari Peradilan Agama. 

Sayangnya meskipun telah dirancang sedemikian rupa ternyata masih terdapat 

kendala dalam penerapannya.  

Sengketa kewarisan merupakan salah satu sengketa yang memiliki 

kendala dalam penerapan asas personalitas keislaman. Dinamika penerapan 

yang terjadi adalah salah satu bukti bagaimana penerapan asas personalitas 

keislaman mengalami gesekan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat 

Indonesia yang majemuk. Pada awalnya, UU Nomor 7 Tahun 1989 

memberlakukan hak opsi bagi sengketa waris Islam. Hak opsi merupakan hak 

memilih sistem hukum waris yang dikehendaki para pihak berperkara sebagai 

acuan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian suatu sengketa.
13

 

Pemberlakuan hak opsi dirinci dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea 

keenam UU No. 7 Tahun 1989 sebagai berikut: 

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat 

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam 

membagi warisan.  

Argumentasi dari pemberlakuan hak opsi adalah sifat dasar hukum 

perdata yang hanya mengatur (regelen) tanpa bersifat memaksa (dwingend). 

Berpijak pada pola pikir tersebut, maka penyelesaian perkara perdata 

                                                           
13

 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),  73 
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didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract).14
 Namun 

banyak ahli hukum yang menilai hak opsi sebagai suatu tragedi hukum. 

Pemberian hak opsi untuk perkara waris menimbulkan ambivalensi yuridis 

sekaligus menyimpang dari asas personalitas keislaman sebagai asas umum di 

dalam peradilan agama.
15

 Dengan kesadaran hukum Islam yang rendah, 

keberadaan hak opsi justru memberikan celah kepada seorang muslim untuk 

tidak berhukum kepada hukum Allah dan RasulNya.
16

 Yahya Harahap menilai 

keengganan dalam memberlakukan hukum waris Islam secara an sich terletak 

pada kondisi fiqh yang berpotensi mendiskriminasi hak waris perempuan dan 

non muslim.
17

   

Melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas UU 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hak opsi untuk sengketa 

waris dihapuskan.
18

 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa asas personalitas 

keislaman dalam perkara kewarisan harus diterapkan berdasarkan agama 

pewaris, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim. Penerapan 

asas personalitas keislaman seperti di atas menimbulkan dampak yang besar 

bagi ahli waris non muslim. Sebab menurut Hadits Nabi perbedaan iman 

merupakan penghalang kewarisan (mawa>ni’ al-irth).   

                                                           
14

 Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan...,  163. 
15

 Didien Muttaqin, “Hak Opsi Sebagai Tragedi Hukum”, Al Mawarid,  Edisi VII (Februari 1999), 

36. 
16

 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 

2010), 408 
17

 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Acara..., 168-169. 
18

 Bab I alinea ke-2 Penjelasan  atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 

Tahun 1989 
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َراَافَ الكاََمَ لَ سَ مَ الَ َلاََواََماَلَ سَ مَ الَ َرَ افَ الكاََثَ ي رَ يَاََلاَ 

Orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim dan orang Muslim tidak 

bisa mewarisi orang kafir (Muttafaq Alaih)
19

 

Semua ulama—sebagian  literatur menggunakan istilah ijma’ ahlu al-ilmi—

berpendapat bahwa orang kafir tidak berhak mendapat warisan dari orang 

muslim.
20

  Sedangkan terkait seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir 

terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’. Penegasan tentang 

perbedaan agama sebagai penghalang juga dapat ditemui dalam Pasal 171 

huruf b dan c KHI. 

Kombinasi dari penghapusan hak opsi dan ketentuan bahwa ahli waris 

non muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris muslim menghasilkan akibat 

hukum yang cenderung diskriminatif. Ketika pewaris merupakan non muslim, 

ahli waris muslim tetap mendapat hak mewarisi karena pembagian waris 

tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata—yang tidak 

menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk saling mewarisi. 

Mahkamah Agung melalui putusannya telah melakukan suatu terobosan 

hukum terhadap bengkalai masalah yang timbul karena perbedaan agama 

dalam sengketa waris Islam—bahkan  ketika hak opsi masih diberlakukan. 

Melalui putusan 368K/AG/1995  Mahkamah Agung memberikan hak berupa 

wasiat wajibah bagi anak perempuan non muslim. Sehingga meskipun 

terhalang secara hukum, ahli waris non-muslim masih memiliki hak terhadap 

                                                           
19

 Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Minha>jul Muslim, diterjemahkan Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 

2007), 626 
20

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), 88 
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harta pewaris. Putusan nomor 368K/AG/1995 diikuti secara konstan oleh 

putusan-putusan sesudahnya sehingga menjadi yurisprudensi tetap.
21

Selain 

memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang terikat 

hubungan kekerabatan, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 

16K/AG/2010 juga memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris karena 

hubungan perkawinan.
22

  

Konsistensi Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah 

berimbas pada menguatnya posisi ahli waris non muslim dalam hukum acara 

peradilan agama. Padahal keterlibatan ahli waris non muslim dalam sengketa 

kewarisan di peradilan agama menyimpangi asas personalitas keislaman. Ahli 

waris non muslim tidak memenuhi kriteria yang digariskan oleh penjelasan 

Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu  orang Islam atau orang non Islam 

yang sengaja menundukkan diri pada hukum Islam. Namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa  yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai salah satu sumber 

hukum, memberikan pergeseran makna atas asas personalitas keislaman.  

Berangkat dari kesenjangan hukum (legal gap) sebagaimana dipaparkan di 

atas, maka penulis tergerak untuk mengkaji lebih lanjut penerapan asas 

personalitas keislaman dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya 

pada sengketa yang melibatkan ahli waris beda agama dalam Peradilan 

Agama.  Penelitian tersebut kemudian akan diangkat dalam skripsi yang 

                                                           
21

 Yasardin, et. al., Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi  

Ahli Beda Agama: Studi Analisis Putusan Peradilan Agama, (t.tp: Puslitbang Hukum dan 

Peradilan Badan Diklat Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2006), 102 
22

 Ibid, 103 
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berjudul “Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman terhadap Ahli 

Waris Non Muslim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah 

yang diteliti sebagai berikut: 

1. Pluralisme Hukum di Indonesia 

2. Eksistensi Hukum Keluarga Islam 

3. Pengadilan Agama Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman 

4. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama 

5. Sengketa Ahli Waris Non-Muslim 

6. Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Sengketa Ahli Waris Non-

Muslim 

Berdasarkan luasnya identifikasi masalah dan kekhawatiran akan 

kerancuan serta kesalahpahaman dalam penelitian, maka perlu diberikan suatu 

pembatasan masalah. Penelitian ini akan memakai dua sampel putusan 

Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Kedua putusan 

tersebut dipilih sebab merupakan putusan Mahkamah Agung yang menjadi 

tonggak awal dalam mengakomodasi sekaligus memberikan hak melalui 

wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam perkara waris Islam 

karena hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Berikut ini dua 

putusan Mahkamah Agung tersebut: 
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1. Putusan MA Nomor 368K/AG/1995 (Anak perempuan beda agama 

mendapat wasiat wajibah). 

2. Putusan MA Nomor 16K/AG/2010 (Istri beda agama mendapat wasiat 

wajibah). 

Dua putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi fokus dari penelitian 

guna mengurai penerapan asas personalitas keislaman bagi ahli waris non 

muslim. Selain itu akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif 

dan hukum Islam tentang penerapan asas personalitas keislaman serta 

implikasinya terhadap kasus serupa.   

 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang diperoleh dan pembatasan 

masalah yang akan dikaji, penelitian memiliki rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan asas personalitas keislaman dalam putusan 

Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995  dan 16K/AG/2010? 

2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam tentang penerapan 

asas personalitas keislaman dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010? 

3. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 

dan 16K/AG/2010 terhadap kasus sengketa ahli waris non-muslim yang 

serupa? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang telah 

diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan para peneliti 

sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.  

Penelitian penerapan asas personalitas keislaman terhadap sengketa ahli 

waris non muslim dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung secara khusus 

belum pernah dibahas sebelumnya. Namun terdapat  sejumlah penelitian yang 

mendekati permasalahan yang menjadi bahasan penelitian ini. Berikut ini 

beberapa penelitian memiliki hubungan dengan bahasan penelitian ini. 

1. Skripsi karya Yuni Ika Sari pada tahun 2004 dengan judul “Pelaksanaan 

Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Gresik: Studi Kasus 

Permohonan Izin Poligami”. Penelitian ini membahas penolakan 

Pengadilan Agama Gresik dalam perkara nomor 03/Pdt.P/2001/PA 

tentang izin poligami. Majelis Hakim menolak permohonan tersebut 

disebabkan perkawinan pertama pemohon dilaksanakan berdasarkan 

agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sehingga 

meskipun pemohon telah masuk Islam namun permohonan izin poligami 

tidak dapat diterima karena bertentangan dengan asas personalitas 

keislaman.
23

 Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek 

penerapan asas personalitas keislaman, dimana penulis memfokuskan 

                                                           
23

 Yuni Ika Sari, Pelaksanaan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Gresik: Studi 

Kasus Permohonan Izin Poligami, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004) 
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kepada sengeketa kewarisan yang melibatkan ahli non muslim sebagai 

objek telaah. 

2. Skripsi karya Ika Nur Rohmah pada tahun 2004 dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung 

Nomor 368 K/AG/1995”. Skripsi ini menelaah amar Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 368 K/AG/1995 yang memberikan wasiat wajibah kepada 

ahli waris non muslim dari sudut pandang hukum kewarisan Islam.
24

 

Berbeda dengan penelitian tersebut yang memfokuskan kepada aspek 

wasiat wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 

berdasarkan pandangan hukum Islam, penelitian ini lebih berfokus pada 

aspek formil putusan a quo berupa penerapan asas personalitas keislaman.  

3. Skripsi karya M. Saifuddin pada tahun 2005 dengan judul “Tinjauan 

Hukum terhadap Asas Personalitas Keislaman bagi Penasehat Hukum di 

Pengadilan Agama”. Pada skripsi ini dikaji penerapan asas personalitas 

keislaman bagi penasehat hukum di Pengadilan Agama. Penelitian 

menyimpulkan bahwa penasehat hukum yang beracara dalam Pengadilan 

Agama harus beragama Islam.
25

 Meskipun sama-sama mengkaji asas 

personalitas keislaman namun dalam penelitian yang akan penulis angkat 

terdapat perbedaan mendasar mengenai objek penerapan asas personalitas 

keislaman yang berupa ahli waris non muslim   

                                                           
24

 Ika Nur Rohmah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung 

Nomor 368 K/AG/1995, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004) 
25

 M. Saifuddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Personalitas Keislaman Bagi Penasehat 

Hukum di Pengadilan Agama, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005) 
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4. Skripsi karya Arwini Muslimah pada tahun 2013 dengan judul “Analisis 

Putusan Hakim Tentang Hak Waris Beda Agama: Studi Kasus Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010”. Penelitian ini mengkaji 

pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 

dalam memberikan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dari 

sudut pandang hukum Islam dan kondisi sosio-geografis di Indonesia.
26

 

Adapun perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada fokus 

penelitian yang berupa asas personalitas keislaman bukan wasiat wajibah 

meskipun dalam putusan yang sama.   

5. Skripsi karya Fahrur Rozi pada tahun 2010 dengan judul “Tinjauan 

Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah 

Diberlakukannya”. Skripsi ini berfokus pada pemberlakuan asas 

personalitas keislaman dihubungkan dengan penambahan kewenangan 

absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.
27

 Sisi 

norma hukum sebagai sumber penerapan asas personalitas merupakan hal 

yang membedakan skripsi di atas dengan penelitian yang penulis gagas. 

Berbeda dengan skripsi tersebut yang melandasakan asas personalitas 

pada UU No. 3 Tahun 2006, penulis mendasarkan penelitian pada 

yurisprudensi Mahkamah Agung. 

6. Penelitian oleh yang berjudul ”Islamic Personalization as The Basic Right 

of Claim Submission in Religious Court” dan dimuat dalam Jurnal 

                                                           
26

 Arwini Muslimah, Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Beda Agama: Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, (Skripsi—Universitas Hasanuddin, 2013) 
27

 Fahrur Rozi, Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah 

Diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006, (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010  ) 
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Dinamika Hukum. Penelitian ini membahas tentang subyek dan obyek 

tuntutan hak dari peradilan agama pasca berlakunya UU Nomor 3 Tahun 

2006.
28

 Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pengkhususan 

penulis pada perkara waris Islam dan sumber penelitian yang berdasarkan 

yurisprudensi Mahkamah Agung. 

Berdasarkan uraian enam kajian pustaka di atas, meskipun terdapat 

beberapa persamaan dalam tema pembahasan, penelitian penulis berbeda 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian dalam skripsi ini 

berusaha untuk menelaah asas personalitas keislaman setelah Mahkamah 

Agung dalam yurisprudensinya konsisten memberikan hak berupa wasiat 

wajibah kepada ahli waris non muslim. Dimana yang akan dijadikan sampel 

pembahasan adalah putusan Mahkamah Agung No Nomor 368K/AG/1995 dan 

16K/AG/2010 yang telah menjadi yurisprudensi tetap. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di atas, maka tujuan dari 

penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan asas personalitas keislaman dalam putusan 

Mahkamah Agung No Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. 

                                                           
28

 Rahadi Wasi Bintoro, et. al., Islamic Personalization as The Basic Right of Claim Submission 

in Religious Court, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 17 No. 2 (Mei 2017) 
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2. Melakukan analisis hukum positif dan hukum Islam tentang penerapan 

asas personalitas keislaman dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. 

3. Mengetahui implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 

dan 16K/AG/2010 terhadap kasus sengketa ahli waris non muslim yang 

serupa. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat 

serta kontribusi untuk semua pihak, baik dalam aspek keilmuan (teoritis) 

maupun dalam aspek terapan (praktis). 

1. Aspek keilmuan (teoritis) 

Secara teoritis penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan khazanah ilmu 

pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya di bidang 

kewarisan. 

b. Menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah di perpustakaan UIN 

Sunan Ampel Surabaya, terutama Fakultas Syariah dan Hukum. 

c. Merupakan sumber referensi bagi siapapun yang meneliti lebih lanjut 

mengenai asas personalitas keislaman. 

2. Aspek terapan (praktis) 
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Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu meneliti budaya hukum 

hakim, khususnya dalam tingkat kasasi, ketika menerapkan asas 

personalitas keislaman terhadap sengketa waris non muslim beserta 

implikasinya kepada perkara serupa. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memberikan pemahaman dan menghindari adanya salah tafsir 

terhadap judul dalam skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau 

penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan 

tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti 

akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul. 

Dalam penelitian ini kata kunci yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Asas Personalitas Keislaman adalah asas yang menyatakan bahwa hanya 

pemeluk agama Islam yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada 

kekuasaan lingkungan peradilan agama.
29

 

2. Yurisprudensi dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. 

3. Ahli Waris Non Muslim adalah orang yang pada saat pewaris  meninggal 

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 

pewaris, dan tidak beragama Islam. 

 

                                                           
29

 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Acara...., 56 
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H. Metode Penelitian 

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian maka diperlukan 

suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang 

menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.
30

Metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Penelitian 

Untuk dapat mengetahui secara mendalam mengenai asas personalitas 

keislaman dalam yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap sengketa ahli 

waris non muslim, maka perlu dihimpun data sebagai berikut: 

a. Data tentang putusan 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 

b. Teori tentang asas personalitas keislaman 

c. Teori tentang yurisprudensi 

d. Peraturan perundang-undangan terkait Pengadilan Agama 

e. Posisi ahli waris non muslim dalam sistem kewarisan Islam 

f. Posisi non muslim dalam fiqh al-qad}a<’ 

2. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (bibliografi researh). 

Sedangkan data yang dibutuhkan bersumber dari buku-buku dan peraturan 

perundang-undangan. Secara garis besar, sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Sumber primer\\ 

                                                           
30

 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Garmedia Pustaka Utama, 

1997),  30 
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Sumber utama dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung 

terkait ahli waris non muslim yang telah menjadi yurisprudensi. 

Berikut ini dua putusan tersebut: 

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995  

2)  Putusan Mahkamah Agung Nomor  16K/AG/2010 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder mencakup perundang-undangan, buku-buku, dan 

karya tulis terkait asas personalitas keislaman, wewenang peradilan 

agama, kewarisan Islam dan yurispridensi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumenter 

Penggalian data secara dokumenter dilakukan untuk mengumpulkan 

data berupa putusan  Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 

16K/AG/2010. 

b. Studi Pustaka 

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari perundang-undangan buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi, dan hasil penelitian.
31

 

4. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. 

Metode analisis deskriptif dengan menggambarkan dan mengkaji 

                                                           
31

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),  107  
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penerapan asas personalitas keislaman dalam putusan  Mahkamah Agung 

Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 dari sudut pandang hukum 

positif dan hukum Islam. Metode  deduktif dipakai untuk mengkaji 

premis-premis yang telah terdeskripsikan dari putusan Mahkamah Agung 

berdasarkan konsep asas personalitas keislman dan yurisprudensi. 

Selanjutnya berdasarkan deskripsi tersebut akan dilakukan analisis asas 

personalitas keislaman serta implikasinya terhadap kasus yang serupa.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan 

skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab. 

Masing-masing bab akan diuraikan menjadi beberapa sub-bab. Untuk lebih 

jelasnya susunan tiap-tiap bab sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang membahas 

mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, kajian pustaka’ tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab Kedua dibagi menjadi dua sub-bab yaitu asas personalitas 

keislaman dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Sub-bab pertama menyajikan 

teori-teori tentang asas personalitas keislaman, kedudukan non-muslim dalam 

fiqh al-qad}a, serta kedudukan ahli waris non muslim dalam faraid  dan 

kompilasi hukum islam. Sub-bab kedua memuat tentang yurisprudensi 
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Mahkamah Agung yang terdiri dari ruang lingkup, teori dan kedudukan 

yurisprudensi dalam tata hukum di Indonesia, 

Bab Ketiga akan memuat data hasil kajian penulis yang akan dibagi 

menjadi dua sub-bab yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 

dan 16K/AG/2010. Pada tiap sub-bab akan dibahas secara berurutan mulai 

putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. Pada 

masing-masing sub-bab, putusan akan diurai terkait pihak-pihak yang 

berperkara, kasus posisi, pertimbangan hukum, amar putusan dan kaidah 

hukum yurisprudensi. 

Bab Keempat ini berisi analisis terhadap data penelitian yang dibagi 

menjadi tiga sub-bab yaitu penerapan asas personalitas keislaman dalam 

putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010, analisis 

hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 

368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010, implikasi putusan Mahkamah Agung 

Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 terhadap kasus sengketa ahli waris 

non-muslim yang serupa.  

BAB V; Penutup dari keseluruhan pembahasan pada skripsi ini serta 

sekaligus berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DAN 

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG 

 

A. Asas Personalitas Keislaman 

1. Asas Personalitas Keislaman dalam Hukum Acara Peradilan Agama 

Keberadaan asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas yang 

pokok dalam hukum acara peradilan agama. Asas personalitas keislaman 

pertama kali terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah 

dalam UU No. 3 Tahun 2006. Namun sebelum membahas lebih lanjut 

mengenai asas personalitas keislaman maka terlebih dahulu kita harus 

memahami mengenai asas hukum.  

Asas hukum merupakan inti hukum yang kemudian diformulasikan 

menjadi perangkat peraturan undang-undang.
1
 Menurut Bellefroid, asas 

hukum umum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu 

masyarakat.
2
 Hal ini selaras dengan pernyataan van Eikema Hommes yang 

menyatakan asas hukum dipandang dasar-dasar umum atau petunjuk-

petunjuk bagi hukum yang berlaku.
3
 Sudikno Mertokusumo kemudian 

menyimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan 

yang konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan 

                                                 
1
 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2008), 348  
2
 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, (Jakarta: 

Erlangga, 2009),  19 
3
 Ibid., 19 

23 
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latar belakang dari peraturan konkret yang menjelma dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim.
4
  

Menurut Adami Chazami terdapat empat asas dalam diskursus hukum 

keperdataan. Empat asas itu yaitu asas teritorial, perlindungan, 

universalitas dan personalitas. Asas teritorial adalah asas berlakunya 

hukum yang bergantung pada suatu wilayah negara. Asas perlindungan 

didasarkan pada asas nasional atau kewarganegaraan seseorang. Sedangkan 

asas universalitas adalah asas persamaan di depan hukum. Sementara asas 

personalitas adalah asas yang menyatakan bahwa pemberlakuan suatu 

hukum bergantung pada subyek hukum.
5
 

Abdul Gani berpendapat bahwa keberadaan asas personalitas sangat 

penting tatkala terdapat realita sosio-yuridis yang plural dalam suatu 

negara. Asas personalitas mampu menjadi panduan operasional untuk 

menentukan hukum mana yang dipakai ditengah keragaman hukum yang 

mengikat para pihak yang beperkara.
6
 Keberadaan asas personalitas telah 

diberlakukan sejak zaman kolonial Belanda. Penerapan asas personalitas 

beriringan dengan penerapan hukum Belanda melalui asas konkordansi 

yang berimplikasi pada munculnya stratifikasi sosial di masyarakat. 

Pembedaan warga negara tersebut meliputi Bumiputera, Timur Asing, dan 

                                                 
4
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberty, 2003), 34-35 

5
Adami Chazami, Pelajaran Hukum Perdata: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 

Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 205. 
6
 Abdullah Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia ,(Jakarta: 

Gema Insani Press, 1994), h. 48. 
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Golongan Eropa. Inilah yang kemudian disebut asas personalitas 

keturunan.
7
 

Konsep asas personalitas keturunan kemudian diadopsi dalam politik 

hukum pemberlakuan hukum Islam. Konsep asas personalitas keislaman 

merupakan penentu sekaligus pembatas bagi subjek hukum yang tunduk 

dan dapat ditundukkan oleh hukum Islam. Dalam upaya abtraksi asas 

personalitas keislaman terdapat dua fase legal formal yaitu pada UU No. 7 

Tahun 1989 yang kemudian diubah dalam  UU No. 3 Tahun 2006. Uraian 

akan asas personalitas keislaman dalam kedua undang-undang akan dirinci 

dalam pembahasan di bawah ini.  

Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi “Peradilan Agama 

adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Melalui Pasal 2 

ditegaskan “Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

perdata tertentu”. Kemudian Penjelasan umum angka 2 alinea 2 

menjelaskan cakupan bidang perdata tertentu yang berbunyi “Pengadilan 

Agama merupakan pengadilan tingkat pertama  untuk memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah 

”. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam pasal 49 ayat (1) 

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang:  

                                                 
7
 Zulkarnaen Sulaiman, “Asas Pesonalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam”, Al-Mizan, 

vol. 9 (Edisi 1, 2013), 3 
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a. perkawinan;  

b. waris;  

c. wasiat; 

d. hibah; 

e. wakaf;  

f. zakat; 

g. infaq; 

shadaqah; 

Jika ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga 

digabungkan serta ditambahkan dengan Pasal 49 ayat (1), maka akan 

tampak penegasan mengenai asas personalitas keislaman. Melalui 

rangkaian pasal-pasal yang telah disebut di atas maka asas personalitas 

keislaman yang berlaku di Peradilan Agama meliputi: 

a. Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama pemeluk agama Islam 

b. Perkara yang dipersengketakan terbatas mengenai perkara-perkara di 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf dan shadaqah 

c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut 

berdasarkan hukum Islam oleh karena itu cara penyelesaiannya 

berdasarkan hukum Islam  

Jadi penerapan asas personalitas keislaman dalam UU No. 7 Tahun 1989 

merupakan suatu kesatuan antara agama para pihak dan dasar hubungan 

hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus 

didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam.
8
 Apabila 

ketiga unsur dari asas personalitas keislaman di atas terpenuhi barulah 

sebuah sengketa secara mutlak atau absolut menjadi kewenangan Peradilan 

                                                 
8
 Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2001), 57  
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Agama serta hukum yang mesti diterapkan untuk menyelesaikan kasus 

harus berdasar hukum Islam.
9
 

Terdapat dua indikator untuk menentukan agama seseorang dalam asas 

personalitas keislaman yaitu acuan “formal” dan “saat terjadi” hubungan 

hukum. Melalui acuan “formal”, seseorang dikatakan beragama Islam jika 

dapat dibuktikan melalui identitas diri, misalnya KTP, SIM, Kartu 

Keluarga atau surat keterangan. Acuan “formal” hanya menilai keislaman 

seseorang dari segi administratif bukan kualitas keimananan seseorang. 

Indikator yang kedua adalah “saat terjadi” hubungan hukum. Ketika 

hubungan hukum terjadi maka para pihak beragama Islam dan mengikatkan 

diri dalam hubungan hukum yang berlandaskan hukum Islam. Manakala di 

kemudian hari salah satu pihak keluar dari agama Islam maka penyelesaian 

sengketa tetap pada kewenangan Peradilan Agama karena berlaku asas 

personalitas keislaman.
10

  

Pengecualian dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang asas 

personalitas keislaman berkenaan dengan hak opsi bagi sengketa waris 

Islam. Hak opsi merupakan hak memilih sistem hukum waris yang 

dikehendaki para pihak berperkara sebagai acuan hukum yang akan 

diterapkan dalam penyelesaian suatu sengketa.
11

 Pemberlakuan hak opsi 

dirinci dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam UU No. 7 Tahun 

1989 sebagai berikut: 

                                                 
9
 Ibid., 57-58 

10
 Ibid., 58 

11
 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),  73 
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Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat 

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam 

membagi warisan.  

Pemberian hak opsi untuk perkara waris menimbulkan ambivalensi 

yuridis sekaligus menyimpang dari asas personalitas keislaman sebagai asas 

umum di dalam peradilan agama.
12

 Dengan kesadaran hukum Islam yang 

rendah, keberadaan hak opsi justru memberikan celah kepada seorang 

muslim untuk tidak berhukum kepada hukum Allah dan RasulNya.
13

 

Padahal ratio legis dari keberadaan asas personalitas keislaman 

adalah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai 

satu bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki atribusi peradilan. 

Secara historis, sebelum adanya asas personalitas keislaman, muncul 

persepsi bahwa Peradilan Agama hanya mengikat bagi kalangan santri dan 

kiai.
14

 Melalui asas personalitas keislaman ditegaskan bahwa kewenangan 

Peradilan Agama meliputi seluruh masyarakat Indonesia—yang secara 

formal—beragama Islam. Asas personalitas keislaman sekaligus menepis 

kekhawatiran akan terjadi upaya menjadikan Indonesia sebagai negara 

Islam. Sebab hanya orang yang beragama Islam saja yang tunduk dan dapat 

ditundukkan oleh hukum Islam.   

Melalui UU No. 3 Tahun 2006, ketentuan mengenai asas personalitas 

keislaman mengalami beberapa perubahan. Ketentuan Pasal 2 UU No. 7 

                                                 
12

 Didien Muttaqin, “Hak Opsi Sebagai Tragedi Hukum”, Al Mawarid,  Edisi VII (Februari 1999), 

36. 
13

 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 

2010), 408 
14

 Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan...., 9 
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Tahun 1989 diubah menjadi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

ini.” Dalam penjelasan pasal 2 alinea 2 ketentuan mengenai hak opsi bagi 

perkara waris juga di hapus. Perubahan fundamental juga terjadi dalam 

pemaknaan frasa “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam Pasal 

49. Penjelasan Pasal 49 menyatakan frasa tersebut juga mencakup “orang 

atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan 

sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan 

Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49”. 

Melalui UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 

1989, kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 meliputi: 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan 

ekonomi syari'ah. Sedangkan maksud kata “penundukan” setidaknya 

mencakup 4 (empat) makna dalam diskursus hukum perdata 

a. Penundukan menyeluruh  

b. Penundukan sebagian 

c. Penundukan yang dikehendaki untuk suatu perbuatan hukum atau 

penundukan diri sukarela (vrijwillge onderwerping) 

d. Penundukan tanpa dikehendaki (penundukan anggapan) atau (veronder 

stelde onderwerping) 

Penundukan yang dilakukan oleh badan hukum atau non muslim dapat 

dikategorikan pada poin “c”. Penundukan yang dilakukan memiliki unsur 
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kesengajaan dan kerelaan terbatas terhadap suatu perbuatan hukum 

tertentu. Seiring berubahnya ketentuan-ketentuan di atas dalam UU No. 3 

Tahun 2006 maka terjadi pergeseran konsep asas personalitas keislaman 

sebagai berikut 

a. Pihak-pihak yang berperkara harus beragama Islam atau orang dan 

badan hukum yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam 

b. Perkara yang dipersengketakan terbatas mengenai perkara-perkara di 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, shadaqah dan 

ekonomi syariah 

c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut 

berdasarkan hukum Islam oleh karena itu cara penyelesaiannya 

berdasarkan hukum Islam   

Pengaturan mengenai asas personalitas keislaman juga dapat kita jumpai 

dalam Keputusan Mahkamah Agung (KMA)/032/SK/IV/2006 tentang 

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan. Ketentuan a quo  menegaskan bahwa dianutnya asas 

personalitas keislaman dalam UU No. 79 Tahun 1989 sebagaimana diubah 

dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 

2009. Berikut pemberlakuan asas personalitas keislaman dalam sengketa 

yang menjadi wewenang peradilan agama: 

1. Sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di 

kantor urusan agama, meskipun salah satu (suami atau isteri) atau 

kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari agama Islam. 

2. Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, 

meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim. 
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3. Sengketa di bidang ekonomi syariah meskipun nasabahnya non 

muslim. 

4. Sengketa di bidang wakaf meskipun para pihak atau salah satu pihak 

beragama non muslim. 

5. Sengketa di bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam.
15

 

 

2. Kedudukan Non Muslim  dalam Fiqh al-Qad}a<’ (Hukum Peradilan Islam) 

Istilah fiqh al-qad}a<’ terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan al-qad}a<’ 

Pemakaian terma fiqh  dalam al-Qur’an mengacu pada makna fahm 

(pemahaman).
16

 Abu Zahrah dalam Us}u>l al Fiqh mendefinisikan fiqh 

dengan “ilmu tentang hukum–hukum syari’at praktis yang digali dari dalil-

dalilnya yang terperinci” (al-‘ilm bi al-ah}ka>m al-shar’iyyah al-‘amaliyah 

min adillatiha> al-tafs}iliyyah).
17

 Sedangkan kata qad>}a>’ berasal dari bahasa 

Arab yang berarti memutuskan perkara perseteruan dan persengketaan. Al-

Qad}a>’ juga dapat disebut al-h}ukmu karena dalam prosesnya pengadilan 

terdapat ih}kamu as-sha>i (memperkokoh dan menyempurnakan sesuatu). 

Menurut Wahbah az-Zuhaili cakupan fiqh al-qad}a< meliputi peradilan biasa, 

at-Tah}k>im, al-Mad}alim, dan al-H}isbah.18
.  

Untuk memahami kedudukan non-muslim dalam fiqh al-qad}a<’, maka 

perlu dikenal kedudukan non-muslim dalam fiqh siya>sah. Terdapat dua 

jenis non muslim yang berada dalam negara Islam yaitu dhimmi dan 

musta’man dhimmi. Dhimmi adalah orang yang tinggal di negara Islam dan 

                                                 
15

 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan: Buku II, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 58 
16

 Pemakaian kata “fiqh” dapat dijumpai dalam an-Nisa’ ayat 78, al-An’am ayat 25 dan at Taubah 

ayat 122, selengkapnya lihat Jasser Auda, Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A 
System Approach, (London: International Institute of Islamic Thought. 2008),  96   
17

 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah, terjemahan oleh Rosidin 

dan ‘Ali ‘Abd al-Mun’im, (Bandung: Mizan, 2015), 100 
18

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 365 
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dijamin keamanannya. Sedangkan musta’man atau kafir h}arbi (kafir yang 

memusuhi Islam) adalah orang non muslim yang tinggal di negara Islam 

dengan jaminan perjanjian keamanan sementara.
19

  

Secara mutlak jumhur ulama’ sepakat bahwa seorang dhimmi tidak 

boleh diangkat menjadi hakim secara mutlak. Penyelesaian sengketa antara 

dhimmi dengan dhimmi lain diselesaikan dengan mekanisme tahkim. Imam 

Hanafi berpendapat bahwa dhimmi diperbolehkan diangkat menjadi hakim 

jika terbatas untuk mengadili masalah perdata antar golongan mereka 

sendiri dan musta’man. Hal ini disebabkan ketiadaan keahlian bagi seorang 

dhimmi untuk menguasai seorang muslim sekaligus ketidakmampuannya 

dalam memutus berdasarkan hukum Islam\.
20

 

Terkait kewenangan peradilan Islam mengadili dhimmi, al-Qur’an 

mengaskan dalan surat al-Maidah ayat 42 

 ...                                

                          

 

...Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta 

putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau 

berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka 

tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu 

memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara 

mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

adil.
21

 

 

                                                 
19

 Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah,2012), 99 
20

 Ibid., 100 
21

 Q.S. al-Maidah: 42. Lihat Departemen Agama RI, Al Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Perterjemah Al-Qur’an dan disempurnakan oleh 

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 115   
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Melalui ayat tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat beberapa pilihan 

bagi seorang hakim di pengadilan Islam ketika diminta untuk mengadili 

perkara non muslim
22

: 

1. Bahwa mereka harus diadili apabila mereka meminta kepada hakim agar 

diadili berdasarkan hukum kaum muslim. 

2. Bahwa hakim boleh memilih antara mengadili atau meninggalkan orang 

dzimmi yang meminta agar diadili berdasarkan hukum orang muslim 

3. Bahwa penguasa harus mengadili mereka meskipun tidak mengajukan 

perkara 

 

Selaras dengan ayat di atas, fuqaha’  berpendapat apabila di antara pihak 

yang bersengketa adalah muslim maka yang berwenang mengadili adalah 

pengadilan. Sedangkan bila pihak yang bersengketa sama-sama non 

muslam, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama’. Shafi’iyah 

berpendapat bahwa yang berwenang mengadili non muslim adalah 

pengadilan Islam yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat. Imam Hanafi 

menyatakan bahwa selain perkara pernikahan tidak diperlukan kerelaan 

antar pihak non muslim. Senada dengan Imam Hanafi, Mazhab Hambali 

tidak mensyaratkan kerelaan antar pihak yang berperkara. Malikiyah dan 

Imam Itsna ‘Ashariyyah mengharuskan kerelaan para pihak.
23

 

                                                 
22

 Abdullah bin Muhammad bi Abdurrahman bin Alu Syaikh, Luba>but Tafsir min Ibni Katsi>r, 
terjemahan Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008), 116 
23

 Muhammad Salam Madzkur, al-Qadha’ fi al-Islam, terjemahan Imran A.M., (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1982), hal. 159  
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Untuk hukum yang harus diterapkan, baik persengketaan antara dhimmi 

dan muslim ataupun sesama dhimmi hukum yang diterapkan adalah hukum 

Islam. Sepanjang syariat Islam dan aturan yang berlaku bagi kaum muslim 

masih ada, tidak boleh mengadili dengan selain syariat Islam.
24

 Pendapat 

tersebut dilandasi al-Qur’an surat an-Nisa:105 dan al-Maidah:49 

                         ....      

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 

membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan 

apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.
25

 

             ....      

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 

yang diturunkan Allah.
26

 
 

Ibnu Jarir berpendapat bahwa melalui melalui ayat tersebut, maka Nabi 

Muhamamad mendapatkan perintah untuk memberikan keputusan di antara 

manusia tanpa memandang Arab ataupun non-Arab. Ibnu Abi Hatim 

menambahkan bahwa hak Nabi untuk memilih cara memutuskan suatu 

perkara—diputuskan berdasar hukum Islam atau dikembalikan kepada 

hukum mereka sendiri—di nasakh melalui ayat ini. Sehingga Nabi harus 

memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah (al-Qur’an)
27

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh al Islam ..., 67-68 
25

 Q.S. An-Nisa: 105. Lihat Lihat Departemen Agama RI, Al Hikmah: Al-Qur’an dan..., h. 95   
26

 Q.S. Al-Maidah: 49. Lihat Departemen Agama RI, Al Hikmah: Al-Qur’an dan..., h. 116   
27

 Abdullah bin Muhammad bi Abdurrahman bin Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir min..., h. 128 
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3. Kedudukan Ahli Waris Non Muslim dalam Faraid  dan Kompilasi Hukum 

Islam 

Fara>id} merupakan bentuk jamak dari fari>d}ah yang berakar dari fard}u 

(penentuan) dan  fari>d}ah (yang ditetapkan). Sedangkan al-fara>id} bermakna 

bagian-bagian yang ditentukan. Terdapat tiga bahasan utama mengenai 

fara>id}. Pertama, mengenai ketentuan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli 

waris. Kedua, mengenai orang yang tidak mendapat warisan. Ketiga, 

menyangkut masalah bagian perolehan masing-masing ahli waris dan h}isab 

(hitungan) dalam pembagiannya.  

Dalam an_Nisa’ ayat 11,12, dan 176 termaktub kelompok ahli waris 

yang ditentukan besaran bagiannya secara jelas atau dhaw al-furu>d}. Selain 

dhawi al-furud} terdapat juga kelompok ahli waris yang mengambil sisa 

bagian harta warisan atau as}a>bah.
28

 Terdapat tiga penyebab hubungan 

kewarisan yaitu hubungan kekerabatan (al-qara>bah), hubungan perkawinan 

(al-mus}a>harah) dan memerdekakan hamba sahaya (al-wala’).29
 Namun 

dengan penghapusan perbudakan di era modern ini maka praktek yang 

berlaku hanya meliputi hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan.
30

 

Penghalang kewarisan (mawa>ni’ al-irts) dalam ilmu fara>id} meliputi  

pembunuhan dan perbedaan agama.
31

 Ulama’ berbeda pendapat dalam 

memandang hubungan antara sebab, hukum, dan penghalang. Pendapat 

                                                 
28

 M. Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), 2-7 
29

 Jalal al-Dien al Mahalliy, Syarhu Minha>j al-Thalibin III, (Kairo: Dar ‘Ihya, al Kutub al-

Araby,tt), 136 
30

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan..., 176 
31

 Ibid., 194 
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pertama menyatakan bahwa penghalang meniadakan sebab sehingga tidak 

adanya hukum. Pendapat kedua menyatakan bahwa penghalang tidak 

meniadakan sebab tetapi meniadakan hukum.
32

 Pandangan yang kedua  

selaras dengan pandangan Abdul Wahab Khalaf yang menyatakan bahwa 

keberadaan penghalang (al-ma>ni’) menyebabkan tidak adanya hukum
33

     

Pembahasan selanjutnya akan difokuskan kepada perbedaan agama 

sebagai penghalang kewarisan dalam hukum Islam. Al-Qur’an sendiri tidak 

memberikan ketentuan mengenai perbedaan agama sebagai penghalang 

waris. Ketentuan tersebut dapat kita jumpai dalam hadits Nabi SAW.  

تَ نَا أبَُ وْ عَاصِمٍ عَنْ ابِْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابِْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيٍْْ عَنْ عَمْرِ بْنِ عُثْمَ  انَ حَدَّ

هُمَا رَضِيَ  مَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أسَُا الْمُسْلِمُ يرَيِْثُ  لَ  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  اللَّهُ عَن ْ

 لَ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ  الكَافِرَ 

“Disampaikan dari Abu ‘Asyim, dari Ibn Juraij, dari Ibn Shihab dari Ali 

bin Hussain dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa 

Rasulullah SAW telah bersabda: tidak ada warisan bagi orang muslim 

kepada orang kafir dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada 

orang muslim.” 
34

 

 

Ulama’ empat mazhab bersepakat bahwa perbedaan agama antara 

pewaris dan orang yang mewarisi merupakan penghalang waris. Orang kafir 

tidak bisa mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak dapat mewarisi 

                                                 
32

 Tajudin Abdul Wahab Ibnu Subki, Jam’u al-Jawam, (Kairo:Mustafa al-Babiy, tt), 299 
33

 Abdul Wahab Khalaf, Usul Fiqh, (Jakarta:DDII, tt), 199 
34

 Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Minha>jul Muslim, diterjemahkan Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 

2007), 626 
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orang kafir. Ketentuan ini berlaku menyeluruh baik dalam kewarisan 

karena kekerabatan maupun kewarisan karena hubungan suami istri.  

Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa ahli waris non muslim 

dapat menerima harta peninggalan pewaris melalui wasiat. Wasiat sendiri 

menurut Ibnu Hazm hukumnya wajib bagi orang yang meninggal dunia dan 

meninggalkan banyak harta. Hukum wajib berwasiat ini tidak hanya 

bersifat diya>ni tetapi juga qad}a>’i bagi orang yang meninggal. Dalam arti 

jikalau orang yang meninggal dunia tidak sempat berwasiat maka 

kerabatnya harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk disedekahkan 

demi terpenuhinya kewajiban berwasiat. Inilah yang kemudian oleh Ibnu 

Hazm disebut dengan wasiat wajibah.
35

 

Wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai upaya paksaan atau 

kewajiban wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada orang 

dengan kondisi tertentu melalui putusan hakim atau perintah \penguasa.
36

 

Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang berhak menerima wasiat 

wajibah adalah kaum kerabat yang tidak menerima warisan karena 

berlainan agama, terhalang oleh kerabat yang lebih dekat atau status budak. 

Terhadap golongan ini hendaknya pewaris berwasiat kepada mereka. 

Ketika pewaris tidak berwasiat maka hendaklah ahli waris memberikan 

kepada mereka menurut kepantasan.
37

 

                                                 
35

 Ali ibn Ahmad ibn Hazm, al-Muhalla, Juz. 9, (Beirut:Da>r al-Fikr, tt), 312  
36

 Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam konteks 

Kewenangan Peradilan Agama, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 38, (Tahun IX, 

1998), 23  
37

 Ali ibn Ahmad ibn Hazm, al-Muhalla..., h. 314 
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Dalam khazanah hukum Islam di Indonesia, hukum waris Islam 

direpresentasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI hadir 

sebagai bentuk kodifikasi dan unifikasi dari doktrin dalam Kitab-Kitab 

Fikih Islam yang telah bersenyawa dengan kearifan masyarakat Indonesia. 

Keberadaan merupakan salah satu sumber hukum materiil dalam 

lingkungan Peradilan Agama. KHI sebagai hukum tidak tertulis—karena 

Instruksi Presiden sebagai dasar keberlakuannya tidak tercantum dalam 

sistem urutan perundang-undangan pada UU No. 12 Tahun 2011—tetap 

memiliki peran penting terutama dalam memangkas disparitas dalam 

putusan hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keberlakuannya menjadi 

semakin kuat ketika Mahkamah Agung dalam putusannya menjadi KHI 

sebagai dasar pertimbangan hukum. Dengan demikian terbentuklah 

yurisprudensi tetap yang sejalan dengan KHI. Yurisprudensi Mahkamah 

Agung tersebut dapat menjadi acuan hakim dalam memutus sebuah 

perkara.  

Kedudukan ahli waris non muslim dalam KHI secara implisit terdapat 

dalam Pasal 171 huruf c KHI, seorang disebut ahli waris jika saat pewaris 

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan 

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi 

ahli waris. Definisi ahli waris tersebut sekaligus mampu mendeskripsikan 

hal-hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris. 
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Untuk wasiat wajibah, KHI memberlakukannya terbatas pada anak dan 

orang tua angkat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 dari 

Kompilasi Hukum Islam. 

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua 
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. 

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya. 
   

Sehingga wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim tidak dikenal dalam 

diskursus hukum waris Islam versi Kompilasi Hukum Islam. 

 

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Yurisprudensi 

Purnadi Purbacaraka dalam bukunya Perundang-undangan dan 

Yurisprudensi sebagaimana dikutip R. Sooeroso menyatakan yurisprudensi 

berasal dari bahasa latin yaitu jurisprudentia yang berarti pengetahuan 

hukum. Istilah jurisprudence dalam bahasa Inggris berarti filsafat hukum 

(algemene rechtsleer; General Theory of Law).
38

 Sedangkan kata 

yurisprudensi di Indonesia memiliki makna yang setara dengan 

jurisprudentie (bahasa Belanda) dan jurisprudence (bahasa Perancis) yang 

berarti peradilan tetap atau hukum peradilan. Definisi terakhir tersebut 

yang diadaptasi dalam pemaknaan yurisprudensi di Indonesia. 

                                                 
38

 R. Soeroso, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 1: Tentang Kompetensi Kewenangan 

Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), xxx 
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C.S.T Kansil mendefinisikan yurisprudensi sebagai keputusan hakim 

terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim lain 

mengenai masalah yang sama.
39

 Sedangkan Marwan Mas menyatakan 

bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan 

tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim 

lain dalam peristiwa yang sama.
40

 Sehingga yurisprudensi dapat dipahami 

sebagai keputusan hakim yang diikuti oleh hakim lain sehingga menjadi 

sumber hukum. 

Di dalam praktik, lahirnya yurisprudensi didominasi oleh putusan-

putusan dari pengadilan negara tertinggi—Mahkamah Agung dalam 

konteks sistem hukum Indonesia.
41

 Hal ini tidak terlepas dari 

kecenderungan  pengadilan yang lebih rendah untuk mengikuti putusan  

pengadilan yang lebih tinggi. Pada hakikatnya putusan pengadilan tidak 

langsung menimbulkan norma hukum namun merupakan variabel yang 

berperan dalam pembentukan hukum.   

Menurut Yahya Harahap
42

 terdapat dua syarat utama sebuah putusan 

dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi: 

a. Putusan Pengadilan tersebut mengandung nilai terobosan. Terobosan 

yang dimaksud bisa berupa penyimpangan dari putusan-putusan 

sebelumnya atau putusan yang mengandung penafsiran baru atas 

rumusan pasal undang-undang yang sedang berlaku. Sebuah putusan 

                                                 
39

 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta:Rajawali Press, 2014),  49 
40

 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 66 
41

 R. Soreoso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 158 
42

 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata., (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet. 15,  832-834 
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juga dapat dikatakan yurisprudensi jika mengandung asas-asas baru dari 

asas-asas sebelumnya atau penciptaan dan penemuan baru terhadap 

kaidah hukum maupun putusan yang bersifat contra legem. 

b. Putusan telah diikuti secara konstan oleh hakim berikutnya. Keharusan 

ini merupakan tolok ukur bahwa putusan tersebut benar-benar sebagai 

pemecahan hukum baru. Meskipun dalam sistem hukum di Indonesia 

tidak ada keharusan hakim mengikuti yurisprudensi. Apabila suatu 

putusan tidak diikuti berarti kualitasnya belum dapat dianggap sebagai 

yurisprudensi dan hanya putusan biasa.   

Dari pendapat Yahya Harahap di atas maka dapat disimpukan bahwa 

putusan pengadilan dapat menjadi yurisprudensi ketika memiliki nilai 

terobosan hukum dan telah diikuti secara konstan oleh hakim lain.  

Sedangkan berdasarkan jenisnya yurisprudensi dapat dibagi menjadi 2 

(dua) macam
43

: 

a. Yurisprudensi tetap, yakni keputusan hakim yang terjadi karena 

rentetan-rentetan keputusan yang sama dan dijadikan dasar atau patokan 

untuk memutusakan suatu perkara (standard arresten). Menurut BPHN 

terdapat 5 (lima) unsur pokok sebagai syarat sebuah putusan dianggap 

yurisprudensi tetap
44

: 

1) Keputusan atas sesuatu peristiwa yang belum jelas pengaturan 

undang-undangnya 

                                                 
43

 Mahkamah Agung, Naskah Akademis Tentang Pemebntukan Hukum Melalui Yurisprudensi, 
(Jakarta: Mahkamah Agung, 2005), 27 
44

 Ibid, 39 
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2) Keputusan itu merupakan keputusan tetap 

3) Telah berulang kali diputus oleh Mahkamah Agung 

4) Memiliki rasa keadilan 

5) Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung 

b. Yurisprudensi tidak tetap, yaitu yurisprudensi (putusan pengadilan) 

yang belum masuk menjadi yurisprudensi tetap 

Selain yurisprudensi tetap dan tidak tetap terdapat yurisprudensi semi 

yuridis dan yurisprudensi administrasi. Yurisprudensi semi yuridis 

mencakup semua penetapan pengadilan berdasarkan permohonan seseorang 

dan hanya mengikat secara khusus pada pemohon. Sedangkan yurisprudensi 

administrasi merupakan yurisprudensi yang berlaku secara administrasi dan 

mengikat intern dalam lingkup peradilan misalnya Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA).
45

 

Dari beragamnya jenis yurisprudensi di Indonesia memperlihatkan 

bahwa keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia membawa peran 

yang cukup besar. Berikut ini beberapa fungsi yurisprudensi di Indonesia: 

a. Untuk menciptakan/menetapkan suatu standarisasi hukum (to settle the 

law standart). Agar yurisprudensi mampu menjadi standardisasi hukum 

maka dapat ditempuh dengan cara: 

1) Recording (pencatatan terhadap putusan-putusan yang penting) 

2) Dilakukan publikasi dan pengkajian secara berkala 

                                                 
45

 Ishaq, Pengantar Hukum...., 52 
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3) Membentuk laporan yurisprudensi secara selektif sesuai dengan 

perkembangannya 

b. Mendorong terciptanya kerangka hukum yang sama. Keseragaman 

dimaksudkan agar tercipta unified legal framed work  dan unified legal 

opinion di tengah kultur bangsa yang bhineka. 

c. Menegakkan kepastian hukum. Yurisprudensi dipakai sebagai prasarana 

penegakan hukum secara konstan dan mampu menjadi hukum yang 

normatif. 

d. Sebagai perisai dari putusan pengadilan lain yang memiliki tingkatan 

lebih tinggi. Yurisprudensi menjadi perisai terhadap disparitas putusan 

hakim. Kesenjangan antara putusan ini yang diharapkan dapat 

dibendung melalui kehadiran yurisprudensi. 

 

2. Teori-Teori Tentang Yurisprudensi 

Sejak menguatnya tradisi “hukum tertulis” (written law), penafsiran 

terhadap teks hukum merupakan suatu hal yang niscaya. Bahkan penafsiran 

hukum menjadi jantung dari hukum itu sendiri.
46

 Machteld Boot 

menyatakan “every legal norm need interpretation”.
47

 Hukum tidak pernah 

benar-benar kosong namun diperlukan penafsiran agar dapat diterapkan 

dalam peristiwa konkret. 

 Peran hakim dalam “menghidupkan” barisan pasal-pasal mati di peraturan 

perundang-undangan tersebut dikenal dengan istilah “the living 

                                                 
46

 Satjipto Rahardjo, Penafsiran Hukum Yang Progresif, dalam Anthon Freddy Susanto, 

Semiotika Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 1 
47

 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum..., 65. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 

 

interpretator of law”.
48

 Pandangan ini sebagai antitesis dari ungkapan hakim 

sebagai corong dari undang-undang (bouche de la loi). Hakim tidak boleh 

tersandera oleh legal-prosedural dan menegasikan keadilan subtantif atau 

nilai keadilan di masyarakat. Sehingga penegakan hukum tidak terbatas 

pada penerapan hukum melainkan harus memasuki ranah penilaian dan 

pemberian makna.
49

 

Sehubungan dengan realita hukum yang telah diuraikan di atas, 

yurisprudensi hadir untuk menjembatani jurang kesenjangan antara hukum 

dan peristiwanya. Sebab pada hakikatnya hukum senantiasa tertatih-tatih 

mengejar peristiwa konkret (het recht hinkt achter de feiten aan).
50

 Dalam 

memaknai yurisprudensi terdapat perbedaan pandangan tentang nilai dan 

eksistensinya. Ditinjau dari segi aliran-aliran hukum, terdapat tiga corak 

pendapat mengenai nilai dan eksistemsi yurisprudensi. 

a. Aliran Legisme memandang bahwa undang-undang merupakan hukum 

primer dan yurisprudensi merupakan hukum sekunder. Hal ini tidak 

terlepas dari pandangan bahwa undang-undang telah sempurna dalam 

merumuskan seluruh persoalan hukum yang ada di masyarakat. 

b. Aliran Freie Rechtsbewegung menyatakan bahwa yurisprudensi 

merupakan sumber hukum primer. Pandangan ini berdasarkan pada 

kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam menggunakan undang-

undang atau tidak. 

                                                 
48

 A. Ahsin Tohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, (Jakarta: ELSAM, 2014),  26  
49

 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan...., 55 
50

 Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka 
Kembali, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 85 
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c. Aliran Rechtsvinding memandang yurisprudensi merupakan salah satu 

unsur dalam memahami hukum secara holistik sekali disamping undang-

undang dan kebiasaan masyarakat. Pandangan merupakan aliran tengah 

di antara Legisme dan Freie Rechtsbewegung yang memandang hakim 

memiliki kebebasan terikat (geboden vrijheid) dan keterikatan bebas 

(vrije gebodenheid).  

Beikut ini beberapa doktrin yang dikenal terkait kekuatan yurisprudensi 

sebagai suatu sumber hukum
51

: 

a. Preseden Yurisprudensi 

Doktrin ini mengajarkan bahwa putusan hakim terdahulu merupakan 

landasan hukum bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Doktrin ini 

jamak kita temui dalam negara yang menganut tradisi common law. 

Pendekatan ini menghasilkan solusi konkret bagi hakim disebabkan telah 

memiliki panduan praktis yang teruji secara penalaran hukum terhadap 

suatu perkara. Doktrin ini sekaligus mampu mengikis disparitas putusan 

yang terjadi demi tercapainya kepastian hukum 

b. Preseden Persuasif Irrasional  

Keberadaan sistem peradilan yang bersifat hierarkis tentu memberikan 

dorongan psikologis kepada hakim peradilan tingkat pertama untuk 

mengganggap putusan hakim tinggi lebih benar. Sifat superioritas ini 

cenderung melahirkan dogma bahwa adanya keharusan yang disandarkan 

pada kebenaran mutlak pada putusan hakim yang lebih tinggi. Ekses dari 

                                                 
51

 Muhlas, Yurisprudensi Antara Teori dan Implementasinya, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2010),  116-118 
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pandangan ini adalah seseorang hakim berfikir irrasional dan terbelenggu 

oleh yurisprudensi. 

c. Common Basic Idea Dalam Yurisprudensi 

Dalam pendekatan ini, yurisprudensi hanya dapat diikuti jika 

merefleksikan nilai cita-cita dan keadilan di masyarakat. Sehingga kaidah 

hukum yang bersumber dari yurisprudensi tidak tercerabut dari fakta-

fakta hukum yang ada dalam masyarakat. 

Dianutnya yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum membawa 

konsekuensi logis yaitu potensi pertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Mengingat salah satu syarat dari sebuah yurisprudensi adalah 

mengandung terobosan hukum. Maka terdapat 3 (tiga) alternatif cara untuk 

menyikapi pertentangan antara yurisprudensi dengan peraturan perundang-

undangan.
52

 

a. Berpegang pada asas statue law privail 

Asas statue law privail merupakan asas yang mengunggulkan undang-

undang diatas yurisprudensi. Apabila hakim terdahulu telah 

menghasilkan putusan dalam penyelesaian suatu sengketa namun 

berbenturan atau bahkan bertentangan secara diametral maka sedapat 

mungkin hakim harus mengikuti peraturan perundang-undangan. 

Pandangan ini dilatarbelakangi bahwa dalam suatu negara yang 

menganut sistem civil law, hanya perundang-undangan yang memiliki 

kekuatan hukum berdasarkan konsep ketatanegaraan 

                                                 
52

  Muhlas, Yurisprudensi Antara Teori...., 52-66 
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b. Secara kasuistik dimenangkan yurisprudensi 

Alternatif ini dipakai manakala dalam kondisi tidak ditemukan 

peraturan perundang-undangan yang memadai untuk dijadikan landasan 

dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kondisi tersebut 

dimungkinkan terjadi mengingat bahwa masyarakat berkembang secara 

dinamis sehingga hukum (dalam hal ini yang termaktub di dalam 

perundang-undanagan) menjadi tidak relevan. Hal ini sesuai dengan 

adagium hukum het recht hinkt achter de feiten aan yang berarti hukum 

tertatih-tatih mengejar peristiwa konkret. 

Mekanisme yang ditempuh hakim dalam memenangkan yurisprudensi 

dapat dibenarkan atas dua alasan utama yaitu demi kepatutan dan 

kepentingan umum serta asas contra legem. Melalui analisis secara 

komparatif, hakim menguji nilai-nilai hukum  antara yurisprudensi dan 

undang-undang yang memiliki bobot kepatutan dan potensi 

perlindungan kepentingan umum yang paling besar. Sedangkan melalui 

asas contra legem  hakim melakukan diskresi manakala suatu pasal 

undang-undang tidak dapat serta merta diterapkan dalam kasus tertentu.  

c. Yurisprudensi dipertahankan dengan melunakkan ketentuan undang-

undang 

Alternatif terakhir dalam penerapan yurisprudensi adalah 

mempertahankan hukum yang terkandung dalam yurisprudensi. Namun 
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secara bersamaan “memperhalus” ketentuan perundang-undangan dari 

yang bersifat imperatif (keharusan) menjadi fakultatif (pilihan). Berbeda 

dengan contra legem  yang secara tegas menegasikan suatu ketentuan 

perundang-undangan, opsi ini hanya memperlunak ketentuan suatu pasal 

tanpa menghilangkannya. Dalam hal ini hakim melakukan penafsiran 

analogis sehingga suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

pada awalnya bersifat imperatif/keharusan menjadi sifat yang 

diperbolehkan.  

 

3. Kedudukan Yurisprudensi dalam Tata Hukum Indonesia 

Karakter hukum suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum 

yang mendasarinya. L.J. Van Apeldorn memaknai sumber hukum dalam 

arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat dan arti formal (hukum positif).
53

 

Sedangkan Victor Situmorang mendefinisikan sumber hukum sebagai 

sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan aturan hukum serta tempat 

ditemukannya aturan hukum.
54

 Adapun sumber hukum yang berlaku di 

Indonesia: 

a. Undang-Undang 

b. Kebiasaan 

c. Traktat atau perjanjian internasional 

d. Yurisprudensi 

e. Doktrin 

                                                 
53

 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 87 
54

 Victor Situmorang, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 2008),  

68 
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Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang dipengaruhi sistem 

hukum civil law, maka keberadaan yurisprudensi sebenarnya merupakan 

sumber hukum sekunder setelah peraturan perundang-undangan. Namun 

dalam praktek di dunia peradilan keberadaan yurisprudensi sangat 

dominan. Hal ini terjadi disebabkan yurisprudensi merupakan jawaban dan 

dasar hukum praktis yang telah teruji secara legal reasoning.
55

  Ditambah 

tidak terdapat larangan secara eksplisit tentang menjadikan yurisprudensi 

sebagai sumber hukum dalam peraturan perundang-undangan. 

Justru praktik tersebut didukung oleh Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi,”Pengadilan 

tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum itu tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili”. Pasal tersebut 

merupakan wujud konkret dari doktrin dalam ilmu hukum yaitu ius curia 

novit atau hakim dianggap tahu hukumnya. Hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang berbunyi “hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat”  

Pemakaian yurisprudensi sebagai sumber hukum formil juga didukung 

oleh beberapa pendapat pakar hukum. Van Apeldorn menyatakan bahwa 

meskipun yurisprudensi hanya merupakan faktor pembentukan hukum 

                                                 
55

 Muhlas, Yurisprudensi Antara Teori dan....,  85-86 
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namun keberadaannya merupakan jalan terbaik untuk menghindari kasasi. 

Melalui kebiasaan pemakaian putusan Hoge Raad—Pengadilan Tertinggi 

atau dalam konteks hukum Indonesia adalah Mahkamah Agung—oleh 

pengadilan di bawah maka putusan tersebut akan menjadi hukum 

objektif.
56

 Senada dengan van Apeldorn, E. Utrecht menyatakan bahwa 

hukum yurisprudensi ada ketika keputusan hakim memuat peraturan sendiri 

dan dijadikan pedoman oleh hakim lain.
57

 Begitu juga dengan Prof. 

Soepomo yang berpendapat bahwa yurisprudensi hakim atasan merupakan 

sumber penting bagi hakim bawahan dalam menemukan hukum objektif.
58

  

Bagi hakim sendiri, terdapat tiga alasan pokok yang mendasari 

pemilihan putusan hakim lain sebagai sumber hukum: 

a. Pertimbangan psikologis dikarenakan yurisprudensi merupakan putusan 

dari pengadilan yang lebih tinggi atau putusan tersebut telah teruji 

dalam hal penalaran hukum melalui eksaminasi Mahkamah Agung 

b. Pertimbangan praktis berupa memperkecil kemungkinan banding atau 

kasasi dari salah satu pihak jika tidak mengikuti putusan hakim yang 

lebih tinggi 

c. Kesamaan pendapat antara beberapa putusan hakim. Sehingga terdapat 

standard arresten dalam menjelaskan suatu persoalan yang timbul karena 

keragu-raguan. 

 

                                                 
56

 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Rajawali Press, 

2014), 106 
57

 R. Soeroso, Pengantar Ilmu..., 165 
58

 Ibid, 166 
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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 

368K/AG/1995 DAN 16K/AG/2010 

 

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995  

1. Pihak-Pihak yang Berperkara 

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami putusan ini, maka 

terlebih dahulu akan diuraikan identitas para pihak yang terlibat dalam 

kasus ini: 

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami putusan ini, maka 

terlebih dahulu akan diuraikan identitas para pihak yang terlibat dalam 

kasus ini: 

a. Pemohon Kasasi adalah Bambang Setyabudhi bin H. Sanusi, Djoko 

Sampurno bin H. Sanusi, Siti Aisyah binti H. Sanusi, Esti Nuri Purwanti 

binti H. Sanusi, dan Untung Legiyanto bin H. Sanusi. Kelima pemohon 

kasasi merupakan penggugat, tergugat, dam turut-tergugat pada perkara 

a quo di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Agama dari seluruh pemohon 

kasasi adalah Islam.  

b. Termohon Kasasi adalah Sri Widyastuti binti H. Sanusi. Dalam 

persidangan tingkat pertama termohon kasasi adalah turut tergugat dan 

beragama Nasrani. 

Baik pemohon kasasi maupun termohon kasasi merupakan saudara dan 

anak kandung dari H. Sanusi bin Irsyad dan Ny. Hj. Suyatmi binti Minggu. 

51 
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2. Kasus Posisi 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 

368K/AG/1995 mengenai kasus posisi dijabarkan Dalam Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368K/AG/1995 mengenai kasus 

posisi dijabarkan bahwa semasa hidup H. Sanusi tersebut menikah satu kali 

dengan Ny. Hj. Suyatmi binti Minggu di Kecamatan Purworejo, Kabupaten 

Purworejo Jawa Tengah Dalam pernikahannya H. Sanusi memperoleh 6 

orang anak yaitu: 

a. Djoko Sampurno, agama Islam, anak laki-laki 

b. Untung Legiyanto, agama Islam, anak laki-laki 

c. Bambang Setyabudhi, agama Islam, anak laki-laki 

d. Siti Aisyah, agama Islam, anak perempuan 

e. Sri Widyastuti, agama Kristen, anak perempuan 

f. Esti Nuri Purwanti, agama Islam, anak perempuan 

Pada tanggal 12 Mei 1991, H Sanusi bin Irsyad telah meninggal dunia 

dalam usia 68 tahun. Sedangkan kedua orangtua almarhum H. Sanusi, H. 

Irsyad dan Ibu Hj. Irsyad, telah meninggal dunia lebih dulu. Hj. Suyatmi 

binti Minggu yang merupakan isteri (sekaligus ahli waris) H. Sanusi telah 

meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1992. pada saat Hj. Suyatmi binti 

Minggu meninggal dunia kedua orangtuanya yang bernama Minggu telah 

meninggal dunia lebih dulu. Tatkala Hj. Suyatmi binti Minggu telah 

meninggal dunia, anaknya yang bernama Sri Widyastuti masih tetap keluar 
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dari agama Islam. Sehingga menurut penggugat, ahli waris almarhum Hj. 

Suyatmi binti Minggu. 

a. Djoko Sampurno, agama Islam, anak laki-laki 

b. Untung Legiyanto, agama Islam, anak laki-laki 

c. Bambang Setyabudhi, agama Islam, anak laki-laki 

d. Siti Aisyah, agama Islam, anak perempuan 

e. Esti Nuri Purwanti, agama Islam, anak perempuan 

H. Sanusi semasa hidupnya telah memiliki/memperoleh harta 

peninggalan berupa: 6 (enam) bidang tanah darat dan dua buah bangunan di 

atasnya serta 8 (delapan) bidang tanah sawah. Sampai gugatan diajukan, 

harta peninggalan H. Sanusi yang merupakan harta warisan belum dibagi 

kepada seluruh ahli warisnya. Sedangkan almarhumah Hj. Suyatmi binti 

Minggu (isteri) pada saat meninggal, selain meninggalkan ahli waris juga 

meninggalkan harta benda berupa bagian warisan dari H. Sanusi (suami), 

tanah seluas 322 m
2 

dengan sertifikat No. 986,
 
tanah seluas 416 m

2
 dengan 

sertifikat No. 153, dan sebuah bangunan rumah permanen di atas sertifikat 

No. 896 dan No. 153.   

Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat asli (Bambang 

Setyabudhi) mengajukan tuntutan (petitum) kepada Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut  

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya  

b. Menyatakan Penggugat dan Terguagat I sampai Tergugat III serta 

Turut Terguagat I adalah ahli waris dari almarhun H. Sanusi bin H. 

Irsyad dan bagiannya masing-masing 
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c. Menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang 

warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. H. Irsyad 

d. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak 

daripadanya untuk menyerahkan barang waris tersebut kepada ahli 

waris yang berhak, kemudian dibagi menurut bagiannya masing-

masing dan apabila tidak dapat dibagi secara konkrit maka barang 

waris tersebut dijual lelang, hasilnya dibagi kepada para ahli warisnya 

e. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah ahli waris almarhumah Hj. 

Suyatmi binti Minggu dan bagian masing-masing 

f. Menyatakan bahwa bagian harta warisan almarhumah Hj. Suyatmi 

yang diperoleh dari harta waris H. Sanusi serta harta waris dengan 

sertifikat No. 896 dan No. 153 adalah harta waris peninggalan 

almarhumah Hj. Suyatmi binti Minggu 

g. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan barang waris tersebut 

kepada para ahli waris yang berhak dibagi menurut bagian masing-

masing 

h. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara 

tanggung renteng 

Subsider: 

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keadilan yang 

seadil-adilnya;
1
 

 

Menghadapi gugatan tersebut, turut tergugat mengajukan eksepsi. 

Mengutip ketentuan pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, perkara 

tersebut merupakan sengketa hak milik turut tergugat asli II beragama 

Kristen. Sehingga gugatan tersebut menyimpangi pasal 49 UU No. 7 Tahun 

1989 yang menyatakan Peradilan Agama adalah Forum Peradilan bagi 

orang yang beragama Islam. 

Selain itu, surat gugatan penggugat dinilai memiliki tujuan untuk 

mengucilkan atau melenyapkan hak waris tergugat asli II dari orangtuanya 

sehingga cukup warisan itu dibagi 5 (lima) orang saja tidak perlu 6 (enam) 

orang. Padahal sengketa milik yang terjadi sesuai pasal 58 Undang-undang 

No. 7 Tahun 1989. dengan demikian tergugat asli II berkeberatan digugat 

                                                 
1
 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995, h. 3 
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dan diadili oleh Peradilan Agama yang bukan merupakan forum bagi 

tergugat asli II yang beragama Kristen. 

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

mengambil putusan pada tanggal 4 November 1993 M, bertepatan dengan 

tanggal 19 Jumadil Awal 1414 H, No. 377/Pdt.G/1993/PA.JP yang amarnya 

menolak eksepsi turut tergugat II dan mengabulkan seluruh gugatan. 

Putusan di atas  oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diajukan ke 

tingkat banding atas permohonan turut tergugat II. Putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta diputus pada tanggal 25 Oktober 1994, bertepatan 

dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1415 H. Nomor 14/Pdt.G/1994/PTA.JP 

yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

a. Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima  

b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 

337/Pdt.G/1993/PA.JP tanggal 4 November 1993 

Dan mengadili sendiri: 

 Menyatakan menolak eksepsi Tergugat 

Dalam pokok perkara: 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 

b. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad 

adalah 

c. Menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) berhak 

mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum H. Sanusi 

berdasarkan “wasiat wajibah” sebesar (tiga perempat) dari bagian 

seorang anak perempuan ahli waris almarhum H.Sanusi 

d. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. 

Irsyad sebelum dikurangi dengan  “wasiat wajibah” untuk Ny. Sri 

Widyastuti (turut tergugat II) adalah sebagai berikut:...dst...dst 

e. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris setiap anak laki-laki 

mendapat dua kali bagian perempuan 

f. Menyatakan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Suyatmi adalah 

1) Djoko Sampurno (anak laki-laki), mendapat = 2/8 

2) Untung Legiyanto (anak laki-laki), mendapat = 2/8 

3) Bambang Setyabudhi (anak laki-laki), mendapat = 2/8 

4) Siti Aisyah (anak perempuan), mendapat = 1/8 
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5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), mendapat = 1/8 

g. Menyatakan harta warisan dari Hj. Suyatmi binti Minggu sebelum 

dikurangi dengan “wasiat wajibah” untuk Sri Widyastuti (turut tergugat 

II) adalah ....dst 

h. Menetapkan besarnya ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi adalah bagian 

anak laki-laki sama dengan anak perempuan 

i. Menyatakan turut tergugat II/Sri Widyastuti berhaka mendapat harta 

tinggalan almarhumah HJ. Suyatmi berdasarkan wasiat wajibah (tiga 

perempat) dari bagian seorang anak perempuan almarhumah 

j. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat secara renteng 

membayar biaya perkara ini: 

1) Untuk tingkat banding sebesar Rp 30.000,- 

2) Untuk tingkat pertama sebesar Rp 63.000,-
2
 

 

Kemudian putusan tersebut diberikan kepada Penggugat, tergugat-

tergugat, turut tergugat II/terbanding pada tanggal 16 Mei 1995. 

Menyikapi putusan tingkat banding maka Penggugat, tergugat, turut 

tergugat atau terbanding dengan perantaraan kuasa khusus, berdasarkan 

surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 1995, mengajukan pemeriksaan kasasi 

secara lisan pada tanggal 29 Mei 1995. Permohonan kasasi kemudian 

dituangkan dalam surat keterangan No. 337/Pdt.G/1993/PA.JP yang dibuat 

oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan kemudian 

diikut oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di 

kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 Juni 1995 

Setelah itu turut tergugat II atau pembanding yang pada tanggal 11 

Agustus 1995 telah diberitahu memori kasasi dari penggugat, tergugat-

tergugat, turut tergugat I/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang 

diterima kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 23 

                                                 
2
 Ibid., 15-17 
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Agustus 1995. Berikut ini keberatan-keberatan yang diajukan oleh 

pemohon Kasasi tersebut: 

a. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya tidak 

mempertimbangkan atau menerapkak hukum positif atau perundang-

undangan yang ada dan berlaku, dan tidak satu pasal pun dijadikan 

dasar putusannya, padahal dalam pertimbangan hukum diwajibkan 

sebagai mana di haruskan dalam oleh pasal 23 ayat (1) Undang-undang 

No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan 

kehakiman 

b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam 

pertimbangannya, hal mana mengambil dan menggunakan dasar 

hukum tak tertulis (al-Baqarah: 180), padahal menurut Jumhur Ulama’ 

ahli hukum Islam berpendapat bahwa surat al-Baqarah tersebut yang 

mewajibkan wasiat itu telah dihapus hukum-hukum wajibnya yaitu 

dinasakh dengan terperinci pada surat an-Nisa’ ayat 11 dan 12 

c. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah keliru dalam pertimbangan 

hukumnya, hal mana terbukti tidak menerapkan hukum sebenarnya dan 

lagi pula nampak mengadakan hukum baru keluar dari hukum yang 

sebenarnya baik berdasar hukum Islam atau tidak bermoral Islam, 

karena memberi hak baru kepada orang murtad yang telah melawan 

dan memusuhi orang tuanya, sehingga termohon kasasi atau turut 

tergugat asli II sebagai anak kandung yang durhaka kepada orang tua 

sangat tidak benar diberi hak apapun 

d. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama terbukti telah berbuat tidak 

benar dan tidak adil, karena telah memihak kepada perbuatan batil 

yang dilakukan oleh termohon kasasi atau turut tergugat asal II 

e. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukumnya 

tidak tepat menetapkan hukum wasiat wajibah terhadap termohon 

kasasi atau turut tergugat asal II. Oleh karena pada prinsipnya sudah 

ada wasiat dari pewaris kepada pemohon kasasi atau gugat asal atau 

tergugat asal I sampai III atau tergugat asal I yaitu bahwa kalau 

pewaris meninggal dunia maka ter mohon kasasi atau turut tergugat II 

jangan sampai diberikan apa-apa dari harta peninggalan pewaris 

walaupun hanya secuil sebelum termohon kasasi kembali masuk 

keagama pewaris.
3
   

   

3. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan 

Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi poin a s.d 

e, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

                                                 
3
 Ibid., 18-20 
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Bahwa tidak keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi 

pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat 

penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat 

dipertimbangakan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena 

pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada 

kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, 

sebagaimana yang dimaksud pasal 30 Undang-Undang Mahkamah 

Agung Indonesia (Undang-undang No. 14 tahun 1985) 

Menimbang bahwa namun demikian menurut Mahkamah Agung 

amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus diperbaiki, karena 

bagian wasiat wajibah untuk turut tergugat II (Sri Widyastuti) 

seharusnya sama dengan bagian warisan anak perempuan.  

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangan diatas, 

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut 

harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta sedemikian rupa, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan di 

bawah ini 

Menimbang bahwa oleh karena pemohon kasasi dipihak yang kalah 

maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi.
4
 

  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan 

tersebut maka Mahkamah Agung menjatuhkan amar putusan sebagai 

berikut 

Mengadili: 

Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi Bambang 

Setyabudhi, Djoko Sampurno, Siti Aisyah, Esti Nuri Purwanti, Untung 

Legiyanto, dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

tanggal 25 Oktober 1994 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil 

Awal 1415 H., No. 14/Pdt.G/1993/PA.JP, sehingga berbunyi demikian 

 Menerima permohonan pembanding tersebut 

 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 4 

November 1993 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1414 

H No. 337/Pdt.G/1993/PA.JP 

Mengadili Sendiri: 

 Dalam Eksepsi 

Menolak eksepsi dari turut tergugat II 

 Dalam Pokok Perkara 

a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian 

                                                 
4
 Ibid, 20 
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b. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad 

adalah: 

1) Isteri almarhum: Hj. Suyatmi 

2) Anak-anak almarhum masing-masing bernama: 

a) Djoko Sampurno (almarhum) 

b) Untung Legiyanto (almarhum) 

c) Bambang Setyobudhi (almarhum) 

d) Siti Aisyah 

e) Esti Nuri Purwanti 

c. Menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) 

berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum H. 

Sanusi, berdasarkan “wasiat wajibah” sebesar bagian seorang ahli 

waris almarhum H. Sanusi 

d. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. 

Irsyad sebelum dikurangi dengan “wasiat wajibah” untuk Sri 

Widyastuti (turut tergugat II) adalah....dst 

e. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah setiap anak 

laki-laki yang mendapat dua kali bagian anak perempuan  

f. Menetapkan bagian ahli waris sah dari almarhumah Hj. Suyati 

adalah: 

1) Djoko Sampurno  

2) Untung Legiyanto 

3) Bambang Setyobudhi 

4) Siti Aisyah 

5) Esti Nur Purwanti 

g. Menyatakan harta warisan dari Hj. Suyatmi binti Minggu sebelum 

dikurangin dengan wasiat wajibah untuk Sri Widyastuti (turut 

tergugat II) adalah....dst 

h. Menetapkan besarnya ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi adalah 

bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. 

i. Menyatakan turut tergugat II/Sri Widyastuti  berhak mendapat 

harta peninggalan almarhumah  Hj. Suyatmi berdasarkan wasiat 

wajibah sebesar bagian seorang anak perempuan ahli waris 

almarhumah Hj. Suyatmi bin Minggu  

j. Menghukum turut tergugat dan para turut tergugat untuk 

membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dalam tingkat banding Rp 

63.500,- (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)  

 Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara tingkat 

kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
5
  

 

 

 

 

                                                 
5
 Ibid., 21-24 
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4. Kaidah Hukum Yurisprudensi 

Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor  368K/AG/1995 dapat 

ditarik kaidah hukum yurisprudensi yaitu “anak kandung perempuan yang 

beragama non Islam (Nasrani) status hukumnya bukan ahli waris, namun ia 

berhak mendapat bagian dari harta warisan kedua orangtuanya almarhum 

berdasarkan ‘wasiat wajibah’ yang bagiannya sama dengan bagian anak 

perempuan ahli waris almarhumah ayahnya dan almarhumah ibunya.”
6
 

 

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 

1. Pihak-Pihak yang Berperkara 

Agar alur perkara dapat dipahami dengan mudah, maka diuraikan 

terlebih dahulu identitas para pihak yang terlibat dalam kasus ini: 

a. Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat atau Pembanding) adalah Evie Lany 

Mosinta, beragama Kristen. 

b. Termohon Kasasi (dahulu Penggugat atau Terbanding) adalah Halimah 

Daeng Baji, Dra. Hj.Murnihati binti Rengreng, M.Kes., Dra. Hj. 

Mulyahati binti Rengreng, M.Kes., Djelitahati binti Renreng, SST, dan 

Ir. Muhammad Arsal bin Renreng. Seluruh Termohon Kasasi beragama 

Islam. 

2. Kasus Posisi 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 

16K/AG/2010 mengenai kasus posisi dijabarkan bahwa para Termohon 

                                                 
6
 Ibid, 24 
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Kasasi yang merupakan para Penggugat asli telah mengajukan gugatan 

terhadap Pemohon Kasasi sebagai Tergugat asli pada Pengadilan Agama 

Makassar. Para Penggugat dalam gugatannya mengemukakan beberapa 

pokok permasalahan. 

Pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, 

alias Ir. Armaya Renreng meninggal dunia, sehingga menjadi pewaris 

dalam perkara ini. Almarhum Ir. Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, 

alias Ir. Armaya Renreng semasa hidupnya telah melangsungkan 

perkawinan dengan perempuan bernama Evie Lany Mosinta pada tanggal 1 

November 1990 di Bo’E, Kabupaten Poso berdasarkan Kutipan Akta Nikah 

No. 57/K.PS/XI/1990. Dalam perkawinan ini, almarhum Ir. Muhammad  

Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng tidak dikaruniai 

seorang anak. 

Atas dasar hukum Islam, para Penggugat mendalilkan bahwa Ir. 

Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng selaku 

pewaris meninggalkan lima orang ahli waris yakni: 

1) Halimah Daeng Baji (ibu kandung) 

2) Dra. Hj.Murnihati binti Rengreng, M.Kes (saudara kandung) 

3) Dra. Hj. Mulyahati binti Rengreng, M.Kes (saudara kandung) 

4) Djelitahati binti Renreng, SST (saudara kandung) 

5) Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara kandung) 

Selain 5 (lima) ahli waris, Ir. Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, alias 

Ir. Armaya Renreng juga meninggalkan beberapa harta benda yang 
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diperoleh dalam perkawinan dengan Tergugat yang belum dibagi dan masih 

dalam penguasaannya. Harta peninggalan tersebut terdiri dari harta 

bergerak dan harta tidak bergerak, antara lain: 

1) Harta Tidak Bergerak 

a) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 

+216 m2 yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan 

Mattoangin , Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas- batas 

sebagaimana tersebut dalam gugatan;  

b) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 

+100 m2 yang ter le tak di Jl. Manuruki , Kompleks BTN Tabariah 

G 11 /13 dengan batas- batas sebagaimana tersebut dalam gugatan 

2) Harta Bergerak 

a) 1 (satu) unit sepeda motor jenis /merk Honda Supra Fit , No.Pol . 

DD 5190 KS warna merah hitam; 

b) Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia , sebesar Rp 

50.000.000, - (l ima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh 

Evie Lany Mosinta (Tergugat) 

 

Padahal menurut para Penggugat berdasarkan hukum Islam, almarhum Ir. 

Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, berhak 

memperoleh ½ dari harta bersama tersebut. Selanjutnya harta tersebut 

menjadi harta warisan dan menjadi hak dari para ahli warisnya. Disebabkan 

bahwa harta warsan yang menjadi hak ahli waris masih berada dalam 

penguasaan Tergugat dan berbagai upaya agar harta bersama tersebut 

diserahkan kepada para Penggugat selaku ahli waris dan dibagi secara 

kekeluargaan tidak berhasil. Maka para Penggugat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama Makassar untuk dilakukan pembagian atas harta 

bersama tersebut menurut hukum Islam. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63 

 

Berdasarkan positum yang telah diurai diatas, selanjutnya para 

Penggugat meminta diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dan 

mengajukan petitum sebagai berikut: 

a. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan 

b. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara almarhum 

Ir. Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng 

dengan Tergugat adalah sah dan berharga 

c. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, 

alias Ir. Armaya Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 

2008 dalam keadaan tetap memeluk agama Islam 

d. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari 

almarhum Ir. Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. 

Armaya Renreng 

e. Menyatakan bahwa harta benda berupa 

1) Harta Tidak Bergerak: 

a) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, 

seluas ± 216 m
2
 yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11 

Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar 

b) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, 

seluas ± 100 m
2 

yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN 

Tabariah G 11/13 

2) Harta Bergerak 

a) 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merek Honda Supra Fit, No.Pol 

DD 5190 KS warna merah hitam 

b) Uang asuransi jiwa PT. Asuransi AIA Indonesia sebesar Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Evie Lany 

Mosita (Tergugat)  

f. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, 

alias Ir. Armaya Renreng berhak memperoleh ½ (seperdua) dari harta 

bersama tersebut  

g. Menyatakan bahwa ½ (seperdua) bagian almarhum Ir. Muhammad  

Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng atas harta 

warisan adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad  

Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng yang belum 

terbagi kepada ahli warisnya 

h. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para penggugat sebagai 

ahli waris almarhum Ir. Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, alias 

Ir. Armaya Renreng menurut atau berdasarkan hukum faraid 

i. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian almarhum Ir. 

Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng 

atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Ir. 

Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng 
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baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan 

hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris 

berdasarkan hukum faraid 

j. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul 

dalam pemeriksaan perkara ini
7
 

 

Terhadap gugatan tersebut Evie Lany Mosinta selaku Tergugat 

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menegaskan bahwa Evie Lany 

Mosinta dalam perkara ini tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri 

karena beragama Kristen. Tergugat juga menyatakan bahwa perkawinanya 

dengan Ir. Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya 

Renreng dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga berakibat tidak 

tunduk pada hukum Islam. 

Dari segi pokok perkara, gugatan para penggugat dinilai kabur. Gugatan 

seharusnya diajukan kepada subjek hukum yang secara feitelijk menguasai 

barang-barang sengketa. Padahal telah terjadi  peralihan penguasaan—

melalui jual beli—terhadap harta tidak bergerak poin b) yang tertera dalam 

gugatan para penggugat. Maka seharusnya pihak Penggugat menjadikan 

pihak hukum tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa sebagai 

salah satu Terguagat dalam perkara ini.  

Atas landasan poin-poin eksepsi di atas maka Tergugat memohon 

kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan 

pengguat tidak dapat diterima sekaligus menetapkan bahwa Pengadilan 

Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini. 

                                                 
7
 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010, h. 3-5 
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Bahwa terhadap gugatn tersebut Pengadilan Agama Makassar 

menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 

2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1430 H. yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi 

 Menolak Eksepsi Tergugat 

Dalam Pokok Perkara 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 

2) Menyatakan Muhammad Armaya bin Renreng telah meninggal 

dunia pada tanggal 22 Mei 2008 

3) Menyatakan ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin 

Renreng sebagai berikut: 

a) Halimah Daeng Baji (ibu kandung) 

b) Dra. Hj.Murnihati binti Rengreng, M.Kes (saudara kandung) 

c) Dra. Hj. Mulyahati binti Rengreng, M.Kes (saudara kandung) 

d) Djelitahati binti Renreng, SST (saudara kandung) 

e) Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara kandung) 

4) Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya 

bin Renreng dengan Tergugat sebagai berikut: 

a) Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, selias 

216 m
2
 terletak di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan 

Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar 

b) Harga satu unit rumah permanen beserta tanahnya seluas 100 

m
2  

terletak di Jalan Manuruki, kompleks BTN Tabariah G 

11/13 Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) 

c) Uang Asuransi Jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia sebesar Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

5) Menyatakan tergugat mendapat ½ bagian dari harta bersama tersebut 

di atas dan ½ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang 

menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Muhammad Armaya 

bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut 

dengan pokok masalah 30 bagian 

6) Menghukum Tergugat menyerahkan ½ bagian dari harta bersama 

tersebut (harta warisan) kepada Penggugat 

7) Menyatakan jika ½ dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah 

di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara 

natura, maka dijual lelang kemuadian diserahkan kepada Penggugat 

8) Menyatakan sita yang diletakkan oleh juru sita pada tanggal 16 

Januari 2009 adalah sah dan berharga 

9) Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya 
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10) Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya 

perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 3.436.000,- (tiga juta 

empat ratus tiga piluh enam ribu rupiah)
8
 

 

Terhadap putusan tersebut maka diajukan banding atas permohonan 

Tergugat. Pengadilan Tinggi Agama Makassar menguatkan putusan 

tersebut dengan  putusan No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal  15 Juli 

2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. 

Selanjutnya putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada 

Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian 

terhadapnya Tergugat/Pembanding, dengan perantara kuasanya, 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, diajukan 

permohonan  kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 

732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Makassar, yang kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-

alasanmya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada 

tanggal 8 Oktober 2009. 

Para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober telah 

diberitahu tentang memori Kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan 

jawaban memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Makassar pada tanggal 11 November 2009. 

Berikut ini alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi terhadap 

perkara a quo 

                                                 
8
 Ibid., 6-8 
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a. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum telah bertentangan atau 

setidak-tidaknya tidak memenuhi pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 7 

Tahun 1989 yaitu putusan a quo hanya memuat alasan-alasan untuk 

menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir 

Muhammad Armaya semasa hidup beragam Islam dan secara de facto 

Tergugat/Pemohon Kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta 

warisan almarhum Muhammad Armaya,sehingga tepat penyelesaian 

di Pengadilan Agama Makassar. Alasan-alasan tersebut tidak 

mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak 

mencantumkan pasal-pasal dari perturan hukum yang bersangkutan 

atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili. Dengan tidak dipenuhi pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 

7 Tahun 1989, maka secara hukum judex facti telah lalai memenuhi 

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan 

batalnya putusan tersebut. 

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang 

membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/Para Penggugat 

sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik 

almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak 

berdasarkan hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat 

berkedudukan sebagai ahli waris utama atau pokok oleh karena 

putusnya perkawinan karena kematian bukan perceraian. Sehingga 

secara otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan 

oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah merupakan 

harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ke 

tangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses 

perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil di kantor 

catatan sipil yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada 

ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974. 

b. Bahwa judex facti Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar telah salah menetapkan hukum atau 

bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para 

Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris Ir. Muhammad 

Armaya dan berhak mewarisi ½ (separuh) bagian dari harta-harta 

sebagaiman tersebut dalam putusan  Pengadilan Tinggi Agama. 

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon 

Kasasi/Tergugat dengan Ir. Muhammad Armaya bukan karena 

perceraian melalui pengadialan melainkan karena kematian dan 

mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik 

dalam 38 Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dan meskipun dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 113. Secara hukum oleh karena putusnya 

perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka 

harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi ½ (separuh) bagian 

kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 

 

Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana 

diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.
9
  

 

3. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan  

Di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 16K/AG/2010, Mahkamah Agung dalam memandang alasan-

alasan yang diajukan dapat dibenarkan. Dalam perkara ini Mahkamah 

Agung menilai judex facti telah salah menilai hukum dengan berlandaskan 

pendapat sebagai berikut: 

 

Bahwa perkawinan pewaris dan Pemohon Kasasi telah berlangsung 

selama 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan 

diri kepada Pewaris, karena itu Atas dasar itu walaupun Pemohon Kasasi 

[adalah] non muslim namun layak dan adil memperoleh hak-haknya 

selaku istri  untuk mendapatkan harta peninggalan berupa wasiat 

wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi 

Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan. 

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassarharus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

Bahwa persoalan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh 

kalangan ulama’ diantaranya ulama Yusuf Qardhawi, menafsirkan 

bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai 

tidak dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi 

bersama pewaris yang semasa hidup bergaul rukun damai meskipun 

berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi 

memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat 

wajibah. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut 

pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan 

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 

59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan 

tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama 

Makassar No. 732/Pdt.G/2008/PA.Mks. tanggal 2 Maret 2009 

bertepatan dengan tanggal 5 Rabi’ul Awal 1430 H, serta Mahkamah 

Agung mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan 

disebutkan dibawah ini 

                                                 
9
 Ibid, 8-10 
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Menimbang bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak 

yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 

semua tingkat peradilan. 

 Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang 

No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang 

bersangkutan.
10

 

 

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disebut diatas maka 

Mahkamah Agung dalam perkara No. 16K/AG/2010 menjatuhkan amar 

putusan Indonesia adalah sebagai berikut: 

Mengadili: 

a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Evie Lany 

Mosinta 

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 

59/Pdt.G/2009/PTA. MKS. Tanggal 15 Juli 2009 M. Bertepatan dengan 

tanggal 22 Rajab 1430 H. yang menguatkan Putsuan Pengadilan Agama 

Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008PA.Mks. tanggal 2 Maret 2009 

bertepatan dengan tanggal 5 Rabi’ al-Awwal 1430 H. 

Mengadili Sendiri: 

Dalam Eksepsi: 

 Menolak Eksepsi Tergugat 

Dalam Pokok Perkara 

11) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 

12) Menyatakan Muhammad Armaya bin Renreng telah meninggal 

dunia pada tanggal 22 Mei 2008 

13) Menyatakan ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin 

Renreng sebagai berikut: 

f) Halimah Daeng Baji (ibu kandung) 

g) Dra. Hj.Murnihati binti Rengreng, M.Kes (saudara kandung) 

h) Dra. Hj. Mulyahati binti Rengreng, M.Kes (saudara kandung) 

i) Djelitahati binti Renreng, SST (saudara kandung) 

j) Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara kandung) 

14) Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad 

Armaya bin Renreng dengan Tergugat sebagai berikut: 

                                                 
10

 Ibid, 10-11 
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d) Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, selias 216 

m
2
 terletak di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan Mattoangin, 

Kecamatan Mariso, Kota Makassar 

e) Harga satu unit rumah permanen beserta tanahnya seluas 100 m
2  

terletak di Jalan Manuruki, kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp 

70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) 

f) Uang Asuransi Jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia sebesar Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

15) Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapatkan ½ bagian dari 

harta bersama tersebut di atas dan setengah bagian lainnya 

merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris Ir. 

Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian masing-masing 

sebagai berikut dengan poko masalah 60 bagian: 

a) Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian 

b) Evie Lany Mosinta (istri) mendapat wasiat wajibah 15/60 bagian 

c) Dra. Hj.Murnihati binti Rengreng, M.Kes (saudara perempuan) 

mendapat 7/60 bagian 

d) Dra. Hj. Mulyahati binti Rengreng, M.Kes (saudara perempuan) 

mendapat 7/60 bagian 

e) Djelitahati binti Renreng, SST (saudara perempuan) mendapat 

7/60 bagian 

f) Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 

14/60 bagian 

16) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ bagian dari harta 

bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat 

17) Menyatakan jika bagian dari harta bersama satu unit bangunan rumah 

permanen beserta tanahnya seluas 216 m
2 

di Jl. Hati Murah No. 11 

tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang kemudian 

diserahkan kepada` para Penggugat 

18) Menyatakan sita yang diletakkan oleh juru sita pengganti pada 

tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga 

19) Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya 

20) Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya 

perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 3.436.000,00 (tiga juta 

empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah). 

c. Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya 

perkara dalam biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
11

  

 

4. Kaidah Hukum Yurisprudensi 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 

16K/AG/2010 maka dapat ditarik kaidah hukum yurisprudensi “Istri yang 

                                                 
11

 Ibid., 11-13 
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beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam 

tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak mendapat wasiat wajibah 

dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri ”
12

  

 

                                                 
12

 Ibid., 15 
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BAB IV 

ANALISIS PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN 

DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 

368K/AG/1995 DAN 16K/AG/2010 

 

A. Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 368K/AG/1995 Dan 16K/AG/2010  

Perlu dipahami terlebih dulu bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 

368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 muncul dalam dua era konsep asas 

personalitas keislaman yang berbeda. Putusan Mahkamah Agung Nomor 

368K/AG/1995 diputus pada saat berlakunya UU No. 7 Tahun 1989. 

Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 diputus ketika 

UU Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan 

pertama melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Meskipun 

mengalami dua kali perubahan namun perubahan fundamental terkait asas 

personalitas keislaman terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2006. 

Putusan No. 368K/AG/1995 hadir ketika UU No. 7 Tahun 1989 masih 

memberikan ketentuan bahwa asas personalitas keislaman hanya dapat 

mengikat pada seorang muslim. Sehingga hanya seseorang yang bergama 

Islam saja yang tunduk dan dapat ditundukkan oleh hukum Islam—khususnya 

diadili di Peradilan Agama. Adapun perkara waris yang salah satu pihaknya 

merupakan non muslim maka diberlakukan hak opsi. Hak opsi ini memberikan 

kewenangan kepada para pihak yang berperkara untuk memilih antara 

72 
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Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian 

perkara waris.  

Dalam putusan 368K/AG/1995, salah satu anak kandung dari kedua 

pewaris—H. Sanusi bin H. Irsyad dan Hj. Suyatmi bin Minggu—adalah 

seorang non muslim. Dalam surat gugatan diterangkan bahwa Sri Widyastuti, 

turut tergugat II yang sekaligus anak perempuan kandung kedua pewaris, 

beragama Kristen. Keikutsertaan Sri Widyastuti sebagai turut tergugat II 

sesungguhnya tepat karena memenuhi kelengkapan para pihak harus lengkap 

(plurium litis consotium). Namun apabila dicermati, tidak terdapat 

kesepakatan antara para pihak terkait lingkungan peradilan mana yang dipilih 

dalam mengadili perkara tersebut sebagaimana konsep hak opsi dalam UU No. 

7 Tahun 1989. 

Permasalahan ini dapat kita tangkap melalui eksepsi yang diajukan oleh 

turut tergugat II dalam persidangan. Menurut turut tergugat II gugatan yang 

diajukan tersebut “...dinilai memiliki tujuan untuk mengucilkan atau 

melenyapkan hak waris tergugat asli II dari orang tuanya.... ”. Ketiadaan 

kesepakatan mengakibatkan disimpanginya pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989. 

Eksepsi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa turut tergugat II keberatan 

diadili dalam lingkungan Peradilan Agama yang merupakan peradilan khusus 

orang yang beragama Islam saja. Maka dalam perkara ini asas personalitas 

keislmaman tetap disimpangi karena melibatkan pihak non muslim tanpa 

melalui permufakatan penentuan peradilan mana yang digunakan untuk 

menyelesaikan perkara waris tersebut. 
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Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam putusan No. 

377/Pdt.G/1993/PA.JP, menolak eksepsi turut tergugat II. Penolakan eksepsi 

ini pada hakikatnya merupakan pengakuan bahwa perkara telah tepat diajukan 

pada Pengadilan Agama. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pusat dalam 

putusannya telah menyimpangi asas personalitas keislaman disebabkan 

gugatan perkara tersebut diajukan tanpa ada mufakat dari para pihak 

mengenai lingkungan peradilan yang dipilih. Secara implisit Majelis Hakim 

mengakui bahwa ahli waris non muslim dapat turut berperkara di Pengadilan 

Agama. 

Sebagai upaya hukum, turut tergugat II mengajukan permohonan banding 

ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/1994/PTA.JP justru 

mempertegas posisi turut tergugat II/pembanding selaku ahli waris non 

muslim. Tidak hanya terbatas pada keikutsertaan ahli waris non muslim dalam 

lingkungan Peradilan Agama, bahkan putusan a quo memberikan hak kepada 

Sri Widyastuti terhadap harta pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah. 

Amar putusan tersebut berbeda dengan putusan tingkat pertama yang 

mengakui ahli waris non muslim dapat berperkara di Pengadilan Agama tetapi 

tidak memberikan bagian harta pewaris kepada ahli waris non muslim. 

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak terjadi 

kesalahn penerapan hukum dalam putusan tingkat banding. Mahkamah Agung 

melalui pertimbangan hukumnya hanya mengkoreksi jumlah bagian yang 

terima ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Pertimbangan hukum 
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Mahkamah Agung yang menyatakan tidak terjadi kesalahan hukum 

menandakan bahwa keberadaan ahli waris non muslim dalam perkara tersebut 

telah tepat.  Kaidah hukum yurisprudensi dalam putusan a quo memang 

berfokus pada norma hukum baru berupa wasiat wajibah bagi ahli waris non 

muslim. Namun keberadaan norma hukum baru tersebut merupakan 

konsekuensi logis dari keberadaan ahli waris non muslim dalm sengketa waris 

Islam di Peradilan Agama.    

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010, 

gugatan  diajukan kepada Evie Lany Mosinta—istri pewaris sekaligus 

tergugat—oleh para penggugat yang terdiri dari ibu dan saudara pewaris. Evie 

Lany Mosinta adalah pihak yang menguasai harta peninggalan pewaris dan 

beragama Kristen. Ketika perkara ini disidangkan, telah terjadi perubahan 

mendasar dalam asas personalitas keislaman melalui UU No. 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Pertama atas UU No. 7 Tahun 2010 Tentang Peradilan 

Agama. Frasa “orang-orang yang bergama Islam” dalam Pasal 49 undang-

undang a quo mengalami perluasan makna yaitu orang-orang yang bergama 

Islam dan orang atau badan hukum yang dengan sengaja menundukan diri 

kepada hukum Islam. Selain itu melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, 

pilihan penyelesaian perkara waris atau hak opsi juga dihapus.    

       Melalui penghapusan hak opsi dalam perkara waris Islam memberikan 

penegasan kewenangan absolut peradilan agama sekaligus memberikan 

kepastian hukum bagi penyelesaian perkara waris. Namun apabila membaca 

kalimat penjelasan Pasal 49 tersebut, maka asas personalitas keislaman secara 
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litera legis hanya memberikan daya ikat kepada subjek hukum yang telah 

dengan sengaja menundukkan diri kepada hukum Islam. Pada perkara waris—

in casu perkara pada putusan 16K/AG/2010—para  pihak mengalami 

hubungan hukum dikarenakan kematian dari pewaris. Hubungan hukum dalam 

waris secara serta merta sesuai asas ijbari seiring dengan kematian pewaris. 

Namun dalam perkara ini pengajuan gugatan oleh para penggugat dinilai tidak 

bertentangan dengan asas personalitas keislman yang menjadi trademark dari 

Peradilan Agama. 

Hal di atas dibuktikan dengan ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh Evie 

Lany Mosinta selaku tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat menyatakan 

“...dalam perkara ini [tergugat] tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri 

karena beragama Kristen”. Tergugat juga menyatakan bahwa perkawinanya 

dengan Ir. Muhammad  Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng 

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga berakibat tidak tunduk pada 

hukum Islam. Penolakan terhadap eksepsi tersebut sekaligus menerangkan 

bahwa meskipun ahli waris merupakan non muslim dan memiliki hubungan 

perkawinan yang tidak berdasarkan hukum Islam namun selama pewaris 

beragama Islam maka sengketa atas harta peninggalannya merupakan 

kewenangan absolut dari Peradilan Agama. 

Pengakuan perkara a quo sebagai kewenangan absolut dari Peradilan 

Agama melalui putusan tingkat pertama dan kedua ternyata tidak dibarengi 

dengan  pemberian hak terhadap harta peninggalan pewaris kepada ahli waris 

non muslim kecuali berupa harta bersama. Atas putusan tingkat pertama dan 
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tingkat  Tergugat atau Pembanding selanjutnya mengajukan permohonan 

kasasi. Dalam memori kasasi, Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding) 

menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum. Kesalahan 

tersebut meliputi kewenangan absolut dan pemberian hak waris kepada para 

termohon kasasi (pengugat/terbanding). Mahkamah Agung dalam 

pertimbangan hukumnya tidak menyatakan kesalahan ketika perkara tersebut 

diperiksa dan diadili dalam lingkungan Peradilan Agama. Terkait pembagian 

harta peninggalan pewaris, Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan 

½ harta peninggalan pewaris sebagai harta bersama bagi Pemohon Kasasi 

ditambah wasiat wajibah senilai bagian waris istri dari harta warisan. 

 

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 368K/AG/1995 Dan 16K/AG/2010 

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 

368K/AG/1995 Dan 16K/AG/2010 

Dalam sub bab sebelumya telah diurai mengenai penerapan asas 

personalitas keislaman dalam dua yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu 

putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. Dari 

uraian tersebut tampak bahwa penerapan asas personalitas keislaman dalam 

kedua putusan sedikit berbeda dari ketentuan yang termaktub dalam 

peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena keterbatasan muatan 

asas personalitas keislaman baik dalam UU No. 7 Tahun 1989 maupun UU 

No. Tahun 2006. Sehingga ketika pasal tersebut diterapkan secara an sich  
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sesuai dengan makna litera legis, perkara kewarisan Islam yang melibatkan 

ahli waris non muslim tersebut tidak dapat diselesaikan karena adanya 

kekosongan hukum. 

Pada era UU No. 7 Tahun 1989, asas personalitas keislaman hanya 

mengikat orang yang beragama Islam. Khusus pada perkara waris Islam, 

diberlakukan hak opsi berupa hak untuk memilih penyelesaian perkara 

dalam Peradilan Agama atau Peradilan Umum dengan kesepakatan para 

pihak sebelum gugatan diajukan. Permasalahan yang kemudian timbul 

adalah bagaimana jika diantara para pihak tidak terjadi kesepakatan. Hal 

ini semakin kompleks jika perkara tersebut melibatkan ahli waris non 

muslim. Sebab terdapat konflik kepentingan yang sulit dihindari. Bagi ahli 

waris non muslim, menyelesaikan perkara di Peradilan Agama sama saja 

melenyapkan hak warisnya. Sedangkan bagi ahli waris muslim, membawa 

sengketa waris ke Peradilan Umum akan mengurangi hak bagian terhadap 

harta peninggalan pewaris. Maka prasyarat “persetujuan para pihak untuk 

memilih hukum yang dipakai dalam pembagian waris” merupakan suatu hal 

yang sulit, terutama dalam perkara waris Islam yang melibatkan ahli waris 

non muslim. Kondisi tersebut terlihat dalam kasus posisi putusan No. 

365K/AG/1995. 

Setelah melalui perubahan pertama sebagaima tersurat dalam UU No. 3 

Tahun ^2006, asas personalitas keislaman mengalami perubahan yang 

signifikan. Asas personalitas keislaman dalam undang-undang a quo 

mencakup orang yang bergama Islam dan orang atau badan yang dengan 
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sendirinya menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam hal-hal 

yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Perluasan makna ini 

memberikan legal standing  kepada orang non muslim dan badan hukum 

untuk berperkara dalam Peradilan Agama dengan syarat telah 

menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam.  

Namun perkara kewarisan merupakan hubungan hukum yang unik dalam 

hukum perdata. Hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan 

kesepakatan para pihak namun secara “serta merta” (ijbari) terjadi saat 

pewaris meninggal dunia. Disinilah timbul kekosongan hukum karena ahli 

waris non muslim tidak pernah secara sukarela menundukkan diri kepada 

hukum Islam dalam perkara waris. Ahli waris secara otomatis terikat pada 

hubungan hukum Islam—in casu hubungan waris Islam—tanpa ada 

kesengajaan dalam mengikatkan diri pada hukum Islam. 

Dalam kasus posisi putusan No. 16 K/AG/2010, Tergugat mengajukan 

eksepsi dengan mendalilkan bahwa perkawinannya dengan pewaris 

dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil sehingga tidak tunduk pada hukum 

Islam. Argumentasi ini kemudian ditolak hakim dalam putusannya. Hal ini 

menandakan bahwa meskipun ada hubungan hukum lain berupa perkawinan 

namun tidak berpengaruh terhadap hubungan hukum yang telah terjadi 

karena kematian pewaris. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

melalui putusannya secara implisit menegaskan bahwa hubungan hukum 

yang terjadi merupakan hubungan hukum waris Islam dan terjadi 

bersamaan dengan meninggalnya pewaris.  
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Uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah 

368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 mengandung terobosan hukum. Majelis 

Hakim dalam dua perkara tersebut mereduksi makna asas personalitas 

keislaman. Melalui pembacaan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 

alinea ketiga serta ditambahkan dengan Pasal 49 ayat (1) UU No. 79 Tahun 

1989 jo UU dapat dilihat bahwa hakikat dari asas personalitas keislaman 

sendiri terdiri dari 3 (tiga) unsur utama: 

a. Pihak-pihak yang berperkara harus beragama Islam [atau orang dan 

badan hukum yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum 

Islam] 

b. Perkara yang dipersengketakan terbatas mengenai perkara-perkara di 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, shadaqah dan 

[ekonomi syariah] 

c. Hubungan hukum yang melandasi keprdataan tertentu tersebut 

berdasarkan hukum Islam oleh karena itu cara penyelesaiannya 

berdasarkan hukum Islam   

 

Majelis Hakim pada tingkat pertama pada kedua perkara waris di atas 

hanya memaknai asas personalitas keislaman pada huruf b dan c serta 

menyimpangi poin a. Upaya ini dilakukan karena ketika asas personalitas 

keislaman yang meliputi tiga unsur tersebut diterapkan secara an sich maka 

akan menimbulkan kekosongan hukum yang mengakibatkan 

terbengkalainya suatu perkara. Padahal doktrin hukum menyatakan bahwa 
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“hakim tahu akan hukum” (ius curia novit) sehingga dilarang menolak 

perkara dengan dalih tidak adanya hukum yang mengatur. 

Upaya mengatasi bengkalai masalah dimana peraturan perundang-

undangan inilah yang disebut sebagai dengan penemuan hukum. Alih-alih 

bertindak sebagai corong dari undang-undang (la bouche de la loi), Majelis 

Hakim dalam perkara ini menjelma menjadi the living interpretator of law 

yang memberikan ruh terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga 

ketentuan asas personalitas keislaman dalam UU Peradilan agama tidak 

hanya dimaknai sebagai barisan kata-kata mati. Asas personalitas 

keislaman mengalami penghalusan sebagai ikhtiar untuk menggapai 

keadilan. 

Terobosan hukum Majelis Hakim tersebut kemudian diperkuat melalui 

mekanisme banding dan kasasi. Majelis Hakim di tingkat banding maupun 

kasasi melihat bahwa persoalan kewarisan yang melibatkan ahli waris non 

muslim dengan pewaris Islam merupakan kewenangan dari Peradilan 

Agama. Di satu sisi terobosan hukum ini menjadi jalan keluar dari sengketa 

kewenangan mengadili karena keterbatasan cakupan asas personalitas 

keislaman. Di sisi lain dengan masuknya sengketa waris Islam yang 

melibatkan non muslim tersebut ke dalam Peradilan Agama maka akan 

terjadi pelenyapan hak ahli waris non Islam secara artifisial melalui 

kontruksi yuridis. Ini berkaitan dengan posisi ahli waris non muslim dalam 

sumber hukum materiil Peradilan Agama—yaitu KHI dan Faraid—

merupakan pihak yang tidak berhak menjadi ahli waris. 
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Implikasi yuridis inilah yang kemudian perlu dicarikan langkah 

pemecahan. Meskipun secara esensi merupakan dua hal yang terpisah, 

keberadaan hukum formil dan materiil saling mempengaruhi satu sama lain. 

Tradisi hukum Belanda memang memisahkan secara tegas sumber hukum 

materiil dan formil—misalnya sumber hukum formil adalah HIR dan RBg, 

sedangkan sumber hukum materiil yaitu BW dan WvS. Seiring dengan 

pembentukan hukum nasional pasca kemerdakaan, tak jarang terjadi 

percampuran antara muatan hukum formil dan materiil. Paling tidak 

diantara keduanya berkaitkelindan dan saling mempengaruhi satu sama 

lain. 

Kombinasi penghalusan asas personalitas keislaman pada perkara waris 

Islam dan larangan mewarisi bagi non Islam tak ubahnya sebagai perangkap 

bagi ahli waris non muslim. Kondisi ini direspon oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat melalui Nomor 14/Pdt.G/1994/PTA.JP. 

Melalui putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan wasiat wajibah 

kepada Sri Widyastuti yang merupakan anak kandung dari pewaris namun 

berlainan agama. 

Keberadaan wasiat wajibah selain sebagai upaya mempertahankan nilai 

keadilan sekaligus menjadi “jangkar” agar asas personalitas keislaman 

dapat diberlakukan tanpa terjadi kontradiksi logika hukum. Dalam suatu 

gugatan dikenal prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum ” (point 

d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud 

di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan 
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(propietary interest).1 Sehingga wasiat wajibah merupakan “tiket masuk” ke 

dalam advokasi hukum (legal battle). 

Upaya yang dilakukan hakim melalui ekstensifikasi secara terbatas asas 

personalitas keislaman dan pemberian wasiat wajibah merupakan bentuk 

judicial activism yang bertujuan mewujudkan tujuan hukum, menurut 

pendapat Gustav Radburch, mencakup keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum.
2
 Telah terjadi kekosongan hukum karena keterbatasan 

uraian Undang-Undang yang berujung pada hilangnya kepastian hukum 

serta berpotensi kuat menisbikan nilai keadilan dan kemanfaatan sebagai 

cita hukum. Maka keterbatasan instrumen yuridikal tersebut harus 

diselesaikan melalui penemuan hukum oleh hakim. 

Meskipun menurut Abdul Manan sistem Indonesia kental dipengaruhi 

oleh sistem hukum Romawi atau Eropa Kontinental, namun bukan berarti 

tertutup kemungkinan untuk melalkukan judge made law.
3
 Berangkat dari 

premis dasar, sebagaimana diungkapkan Micahael Machteld Boot, “every 

legal norm need interpretation” maka setiap hukum tertulis harus melalui 

penafsiran agar dapat diterapkan secara in-concreto.
4
 Metode ini juga 

mencakup upaya internalisasi hukum hidup (the living law) ke dalam 
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Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta: ChandraPratama, 1996), 67-68. 
3
 Paparan lebih lengkap telah disampaikan di bagian latar belakang dari Skripsi ini. Lihat juga 

Abdul Manan,Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 296 
4
 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, (Jakarta: 

Erlangga, 2009),  65. 
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sebuah putusan. Proses ini yang menjadikan keberlakuan KHI di Indonesia 

dapat diterima. KHI telah melembaga sebagai yurisprudensi Mahkamah 

Agung meskipun Intruksi Presiden sebagai landasan yuridis 

pemberlakuannya tidak termasuk ke dalam hierarki norma peraturan 

perundang-undangan. 

   Kondisi di atas juga berlaku terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 sebagai yurisprudensi tetap yang 

telah melahirkan norma hukum baru. Penciptaan hukum tersebut berupa 

penerapan asas personalitas keislaman yang telah “diperhalus” terhadap 

ahli waris non muslim. Sehingga hukum kewarisan Islam dapat diterapkan 

kepada ahli waris non muslim. 

Argumentasi penolakan keberlakuan hukum Islam atas diri ahli waris 

non muslim sesungguhnya dapat terjawab dengan teori penundukan hukum. 

Dalam hukum perdata terdapat penundukan tanpa dikehendaki 

(penundukan anggapan) atau (veronder stelde onderwerping). Penundukan 

ini melekat sebab secara mendasar hukum negara merupakan perintah dari 

penguasa yang berdaulat (law as such command from lawgivers). Setiap 

hukum yang dapat diberlakukan kepada masyarakat secara umum 

merupakan manifestasi dari kedaulatan negara yang bersifat memaksa. 

Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa keberlakuan hukum Islam –

yang  telah diakomodasi dalam hukum tertulis—kepada penganut agama 

Islam bukan berdasarkan agama dan kepercayaan melekat namun semata-

mata atas ketentuan negara. 
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 Memang hukum perdata merupakan dimensi hukum privat yang 

mengedepankan kebebasan berkontrak (freedom of contract) sehingga 

negara hanya mengatur (regelen) tanpa bersifat memaksa (dwingend). 

Berbeda dengan hubungan perdata lain yang kerap berdasarkan perikatan, 

diperlukan ketentuan khusus terhadap hukum kewarisan dimana hubungan 

hukum berlaku secara serta merta (ijbari). Hubungan hukum kewarisan 

berlaku saat itu juga ketika pewaris meninggal dunia. Menghindari 

sengkarut masalah akibat konflik pilihan hukum, maka sudah selayaknya 

ketentuan hukum yang mengikat harus ditentukan oleh negara secara kaku 

(rigid). 

Sedangkan pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim 

sesungguhnya merupakan bentuk kearifan dari hakim. Wasiat wajibah 

diberlakukan agar peradilan sebagai benteng terakhir (the last resort) bagi 

pencari keadilan (justiciabellen) tidak berubah menjadi perampas hak 

secara sistematis melalui hukum formil. Dengan memperhalus penerapan 

asas personalitas pada ahli waris non muslim tanpa memberikan wasiat 

wajibah maka peradilan telah melenyapkan hak ahli waris non muslim 

secara artifisial melalui konstruksi yuridis yang telah dibangun. Oleh sebab 

itu wasiat wajibah secara mutatis mutandis harus diterapkan dalam kasus 

serupa.      
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2. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 

368K/AG/1995 Dan 16K/AG/2010 

 Meskipun istilah asas personalitas keislaman tidak memiliki padanan 

kata dalam hukum Islam namun kewenangan peradilan Islam dalam 

mengadili non muslim telah dibahas dalam fiqh al-qad}a>’.  Dalam tinjauan 

historis, kewenangan mengadili sengketa yang melibat non muslim dalam 

peradilan Islam tidak bertentangan dengan fiqh al-qad}a>’. Hal ini 

sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 42 yang artinya: 

Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta 

putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau 

berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka 

mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika 

kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) 

diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang adil. 

  

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketika non muslim (Yahudi) 

meminta penyelesaian suatu perkara maka terdapat tiga pilihan.  

1. Bahwa mereka harus diadili apabila mereka meminta kepada hakim agar 

diadili berdasarkan hukum kaum muslim. 

2. Bahwa hakim boleh memilih antara mengadili atau meninggalkan orang 

dzimmi yang meminta agar diadili berdasarkan hukum orang muslim 

3. Bahwa penguasa harus mengadili mereka meskipun tidak mengajukan 

perkara 

Dalam konteks hukum di Indonesia, telah ditetapkan kewenangan 

absolut dan relatif mengenai perkara yang dapat diadili di lingkungan 

Peradilan Agama. Sedangkan terkait subyek hukum—sebagaimana telah 
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dijelaskan sebelumnya—dibatasi oleh asas personalitas keislaman. 

Sehingga dalam Peradilan Agama pihak-pihak yang dapat bereprkara 

adalah orang Islam dan badan atau orang non muslim yang telah 

menundukkan diri kepada hukum Islam pada hubungan perdata tertentu. 

Oleh sebab itu hukum materiil yang dijadikan dasar untuk mengadili adalah 

hukum Islam.  

Konsep tersebut mendekati pendapat ulama’ Syafi’iyah yang 

berpendapat bahwa pihak berwenang mengadili non muslim dalam 

sengekta dengan muslim adalah pengadilan Islam. Untuk hukum yang harus 

diterapkan, baik persengketaan antara dhimmi dan muslim ataupun sesama 

dhimmi hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Sepanjang syari’at 

Islam dan aturan yang berlaku bagi kaum muslim masih ada, tidak boleh 

mengadili dengan selain syariat Islam.
5
 

Alasan mendasar ketundukan umat Islam terhadap hukum Islam dalam 

kehidupan—termasuk pengadilan—merupakan bagian dari beban taklif. 

Konsep ini dapat dipahami secara sederhana mengingat kepatuhan terhadap 

hukum merupakan kesatuan integral dengan penerimaan Islam sebagai 

suatu agama. Namun perlu diingat bahwa hukum Islam memiliki klaim 

universalitas yang tidak hanya terbatas pada umat Islam saja. Sebagaimana 

firman Allah  

                             

                                                 
5
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 67-68 
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Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 

seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 

peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. 
 

Klaim universalitas keislaman ini yang selanjutnya harus dielaborasi 

lebih lanjut agar dapat diimplementasikan dalam suatu sistem peradilan. 

Abdurahman Wahid menyatakan bahwa penerjemahan universalitas hukum 

Islam harus diorentasikan kepada perlindungan hak dan kewajiban warga 

negara berdasarkan hukum. Hukum harus diarahkan menuju pergaulan 

nasional yang baik yang berwawasan kosmopolit dan mencakup seluruh 

elemen bangsa.
6
   

Maka penerapan asas personalitas keislaman terhadap ahli waris non 

muslim merupakan semangat menerapkan hukum Islam keseluruh manusia 

dengan modifikasi yang di sesuaikan sesuai sistem peradilan. Melalui 

pembacaan dinamika sejararah dan sosial berdadasarkan sisi keilmuwan 

(qira>’ah ta>ri>khiyyah-‘ilmiyyah) maka diberlakukan wasiat wajibah kepada 

ahli waris non muslim. Internalisasi pandangan Ibn Hazm mengenai wasiat 

wajibah dalam penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama 

Indonesia diharapkan mampu mewujudkan misi Islam yaitu “meninggikan 

peradaban” (al-adabi> al-ijtima>’i) sebagaimana diuraikan Muhammad Abduh 

dan dalam perkembanganannya dimaknai sebagai “keadilan sosial” oleh 

Fazlur Rahman.
7
  

                                                 
6
 Muhamamd Hari Zamhari, Agama dan Negara, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 53 

7
 Hamim Ilyas, “Rekonstruksi Ilmu Fikih”, Fikih Kebhinekaan: Pandangan Islam Indonesia 

tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim, (Bandung:Mizan, 2015), h. 

.99 
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C. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 

16K/AG/2010 Terhadap Kasus Sengketa Ahli Waris Non-Muslim yang 

Serupa 

Keberadaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 

16K/AG/2010 telah menjadi yurisprudensi tetap yang menjadi acuan bagi 

putusan hakim di lingkungan Peradilan Agama, khususnya pada tingkat 

kasasi. Kedua yurisprudensi tersebut dianggap monumental karena telah 

menyentuh dua pokok utama sebab kewarisan Islam yaitu hubungan 

kekerabatan (al-qarabah) dan perkawinan (al-mus}a>harah). Pengakuan kedua 

putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai yurisprudensi dapat ditinjau dari 

dua kutub yaitu justifikasi keberlakuan yuridis dan idea-hukum. 

Secara yuridis, kedua yurisprudensi tersebut mampu memecah kebuntuan 

kontradiksi penerapan asas personalitas keislaman terhadap ahli waris non-

muslim. Kondisi ini diperkuat oleh hakikat yurisprudensi yang berupa putusan 

Mahkamah Agung setelah melalui proses kasasi. Sehingga secara psikologis, 

hakim di peradilan tingkat pertama cenderung mengakomodasi yurisprudensi 

tersebut dalam pertimbangan hukum suatu putusan terhadap kasus yang 

bersifat similia similibus untuk menghindari adanya upaya hukum lanjutan 
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sebagaimana pendapat Van Apeldorn.
8
 Kedua putusan MA tersebut juga telah 

memenuhi 5 (lima) kriteria yurisprudensi sebagai mana penelitian BPHN
9
: 

1. Keputusan atas sesuatu peristiwa yang belum jelas pengaturan undang-

undangnya 

2. Keputusan itu merupakan keputusan tetap 

3. Telah berulang kali diputus oleh Mahkamah Agung 

4. Memiliki rasa keadilan 

5. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung 

Pada akhirnya penerapan asas personalitas keislaman dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 dijadikan 

sebagai sumber hukum untuk menciptakan standarisasi hukum (to settle the 

law standart) yang berbasis pada unified legal framed work  dan unified legal 

opinion. 

Ditinjau dari cita hukum atau idea-hukum, keberadaan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 merupakan 

ikhtiar hakim sebagai the living interpretator of law sekaligus benteng 

terakhir (the last resort) bagi para pencari keadilan (justiciabellen).  Kedua 

yurisprudensi tersebut merupakan upaya hakim tidak sebatas sebagai corong 

undang-undang (bouche de la loi) yang terbelenggu legal-prosedural dan 

menegasikan keadilan substantif. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 

368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 konflik asas personalitas keislaman 

                                                 
8
 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Rajawali Press, 

2014), 106 
9
 Mahkamah Agung, Naskah Akademis Tentang Pemebntukan Hukum Melalui Yurisprudensi, 

(Jakarta: Mahkamah Agung, 2005),  39. 
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terhadap ahli waris non muslim dapat di atasi sekaligus mempertahankan nilai 

keadilan dengan memberikan bagian berupa wasiat wajibah kepada ahli waris 

non muslim.      

Melalui konsistensi putusan-putusan Mahkamah Agung di atas, 

keberadaan ahli waris non-muslim telah mendapat pengakuan dalam perkara, 

khususnya waris, sebagai kewenangan Peradilan Agama. Ahli waris non 

muslim dapat menjadi pihak yang berperkara meskipun secara normatif 

bertentangan dengan rumusan asas personalitas keislaman. Keislaman para 

pihak dalam peradilan agama—dengan dibuktikan melalui KTP atau identitas 

lain yang diberikan negara—tidak lagi menjadi conditio sine quanon dalam 

perkara waris yang melibatkan non muslim. 

Penerapan asas personalitas keislaman mengalami penghalusan atau 

perluasan secara terbatas ketika diterapkan pada perkara waris yang 

melibatkan ahli waris non Islam. Implikasi dari ketentuan ini adalah ahli waris 

dapat turut berperkara bahkan menjadi penggugat dalam perkara kewarisan 

Islam di Pengadilan Agama.  Legal  standing ahli waris non muslim kemudian 

diperkuadanya wasiat wajibah sebagai mekanisme peralihan harta peninggalan 

pewaris muslim kepada ahli waris non muslim. 

    Sistem hukum Indonesia yang lekat dengan pengaruh tradisi civil law 

memang tidak menganut stare decisis. Posisi yurisprudensi pada sistem 

hukum di Indonesia dapat dikategorikan sebagai common basic idea dalam 

pertimbangan hukum hakim. Sehingga kemerdekaan hakim dalam mengambil 

keputusan tidak diintervensi oleh keberadaan yurisprudensi. Dalam praktik 
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yang berlaku—dengan melihat beberapa yurisprudensi lain yang terkait—

hakim di lingkungan Peradilan Agama secara konsiten menerapkan asas 

personalitas keislaman sebagaimana penafsiran yang tersirat dalam putusan 

nomor 365K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. 

Melihat betapa fundamental kaidah yang diatur dalam yurisprudensi 

dalam hukum formil sudah sepatutnya penerapan pemaknaan asas personalitas 

keislaman ini mengikat bagi seluruh lapisan peradilan. Mengingat asas 

personalitas keislaman merupakan asas mendasar dalam hukum acara 

peradilan agama. Asas personalitas keislaman bahkan melekat sebagai 

trademark dari Peradilan Agama itu sendiri. Konflik yang terjadi dalam 

penerapan terhadap ahli waris non muslim tentu akan berdampak fatal. 

Sehingga diperlukan unified legal framed work  dan unified legal opinion 

melalui yurisprudensi. 

Selain asas personalitas keislaman, mekanisme wasiat wajibah sebagai 

hak ahli waris non muslim juga merupakan kesatuan yang utuh dalam kaidah 

yurisprudensi dalam putusan nomor 365K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. 

Namun berbeda dengan penerapan asas personalitas keislaman yang menjadi 

preseden panduan praktis dan teruji dalam legal reasoning yang mengikat 

dalam hukum acara peradilan agama, wasiat wajibah diterapkan dengan 

beberapa catatan. Wasiat wajibah memang menjadi hak melekat kepada ahli 

waris non muslim ketika asas personalitas keislaman dapat diberlakukan 

kepadanya, namun terdapat gradasi dalam jumlah bagian yang diterima.  
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Pada putusan nomor 16K/AG/2010, Majelis hakim dalam tingkat kasasi 

memberikan pertimbangan mengenai jangka waktu Evie Lany Mosinta 

mengabdi kepada pewaris sebagai istri. Dari kondisi ini tampak hakim juga 

mempertibangkan aspek sosiologis yang berkembang di masyarakat. Sehingga 

sekalipun wasiat wajibah merupakan hak yang melekat pada ahli waris non 

muslim namun hakim harus menilai nilai-nilai keadilan yang hidup di 

masyarakat untuk menentukan bagian ahli waris non muslim. Hal ini yang 

disebut yurisprudensi sebagai common basic idea  dimana norma hukum baru 

tersebut bersifat fakultatif (pilihan) bukan imperatif (keharusan) 

Secara umum implikasi putusan Mahkamah Agung nomor 365K/AG/1995 

dan 16K/AG/2010 sebagai yurisprudensi mengakibatkan timbulnya norma 

hukum baru sebagai salah satu sumber hukum. Kaidah hukum yurisprudensi a 

quo meliputi sumber hukum formil maupun materiil. Sebagai sumber hukum 

formil ketika menjadi dasar perluasan penerapan personalitas keislaman 

terbatas terhadap ahli waris non muslim. Sebagai sumber hukum materiil 

terkait pemberian wasiat wajibah pada ahli waris non muslim. 

Keberlakuan yurisprudensi tersebut telah diperkuat dalam Keputusan 

Mahkamah Agung (KMA)/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi yang 

dalam posisinya dapat ditempat sebagai yurisprudensi administratif. 

Ditegaskan bahwa “sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama 

Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim.” Penegasan 

ditujukan menciptakan/menetapkan suatu standarisasi hukum (to settle the 
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law standart). Dari ketentuan tersebut secara implisit dapat terlihat bahwa 

asas personalitas keislaman merupakan mekanisme yang harus diterapkan 

dalam memeriksa dan mengadili sengketa waris yang melibatkan ahli waris 

non muslim. Sedangkan wasiat wajibah—yang tidak disebutkan secara 

khusus—dikembalikan kepada ijtihad hakim.     

Namun perlu diingat meskipun yurisprudensi merupakan salah satu 

sumber hukum, tetap terjadi permasalahan dalam penerapan asas personalitas 

keislaman. Hal ini mengingat belum diakomodasi norma hukum tersebut 

dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang memiliki sistem 

hukum lekat dengan civil law system maka norma hukum berupa putusan 

hakim tetap memiliki kemampuan mengikat secara terbatas pada kasus yang 

diajukan. Sehingga tetap diperlukan upaya akomodasi asas personalitas 

keislaman ke dalam UU Peradilan Agama demi menjamin keselarasan sistem 

hukum nasional.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penerapan asas personalitas keislaman terhadap 

ahli waris non muslim berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 

365K/AG/1995 dan 16K/AG/2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terjadi penyimpangan penerapan asas personalitas keislaman dalam 

putusan No. 365K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. Penerapan asas 

personalitas keislaman dalam putusan No. 365K/AG/1995 menyimpang 

dari ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 yang mensyaratkan hak opsi ketika 

terdapat ahli waris non muslim dalam sengketa waris Islam. Sedangkan 

putusan No. 16K/AG/2010 menerapkan asas personalitas keislaman yang 

berbeda dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006. Undang-undang  a quo 

hanya memberikan peluang kepada subjek hukum non muslim yang telah 

secara sengaja menundukkan diri dalam hubungan hukum Islam tertentu 

agar dapat diadili di lingkungan Peradilan Agama. Padahal hubungan 

hukum waris terjadi secara serta merta (ijbari) tanpa ada unsur 

kesengajaan dari para pihak yang berperkara. Mahkamah Agung dalam 

secara implisit menyetujui penerapan asas personalitas dalam kedua 

yurisprudensi tersebut meskipun bertentangan dengan UU. Bahkan 

memperkuat posisi ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. 
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2. Dari segi hukum positif,  penerapan asas personalitas keislaman dalam 

Putusan Mahkamah Ahung Nomor 365K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 

merupakan penemuan hukum. Penemuan hukum terjadi karena ketentuan 

perundang-undangan tidak mencakup kondisi perkara sehingga terjadi 

kekosongan hukum. Kedua yurisprudensi memberikan penghalusan atau 

perluasan secara terbatas terhadap asas  personalitas keislaman terhadap 

ahli waris non muslim dengan dasar hubungan hukum bukan identitas 

keislaman. Dari segi hukum Islam, praktek peradilan Islam mengadili 

perkara non muslim dan muslim dapat kita temui secara historis. Sebab 

meskipun hukum Islam hanya mengikat terhadap orang Islam (taklif) 

namun terdapat sisi universalitas dalam hukum Islam itu sehingga dapat 

diterapkan kepada non muslim 

3. Implikasi dari Putusan Mahkamah Ahung Nomor 365K/AG/1995 dan 

16K/AG/2010 adalah munculnya yurisprudensi terkait hukum formil dan 

materiil peradilan agama. Dari segi hukum formil adalah penerapan asas 

personalitas keislaman terhadap ahli waris non muslim sebagai preseden 

dan panduan praktis peradilan agama. Ahli waris non muslim memiliki 

legal standing sehingga dapat menjadi tergugat maupun penggugat dalam 

perkara waris Islam. Dari segi materiil berkenaan dengan wasiat wajibah 

sebagai hak ahli waris non muslim. Norma hukum baru tersebut perlu 

diakomodasi dalam Undang-Undang Peradilan Agama demi mencapai 

keselarasan hukum nasional. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, penulis menyarakan untuk 

mengakomodasi norma penerapan asas personalitas keislaman berdasarkan 

yurisprudensi Mahkamah Agung melalui revisi Undang-Undang Peradilan 

Agama. Selain itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pergeseran 

konsep asas personalitas keislaman dari identitas agama pihak berperkara 

menuju sumber hubungan hukum suatu perkara. 

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan kemampuan, 

penelitian ini jauh dari kata sempurna. Diharapkan kritik dan saran untuk 

menyempurnakan penelitian ini untuk memperkaya khazanah keilmuan, 

khususnya bidang kewarisan Islam. 
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